SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-8/MBU/05/2021
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan
tinggi sccara terbuka di lingkungan Kemenicrian Badan
Usaha Milik Negara, telah ditclapkan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
06/MBU/04/2015 tentang  Persyaratan Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Sccara Terbuka di Lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagalinana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usahs
Milik Negara Nomor PER-15/MBU/11/2015 tentang
Perubahan atas Peratiran Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-06/MBU/04 /2015 lentang
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;




Mengingatl
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bahwa untuk memberikan kescmpatan yang lebih luas
bagi Aparatur Sipil Negara dan guna menjaring calon
potensial yang sesuai dengan kebutuhan sumber daye
manusia pada jabatan pimpinan tinggi di lingkunean
Kemenlterian Badan Usaha Milik Negara, perlu mengatur
penyesualan persyaralan pengisian jabatan pimpinan
tinggi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negert Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di

Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik N egara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5194);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6037),
scbagaimana Lclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



Menetapkan

an

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabalan
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 833);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenlerian Badan Usaha Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkal ASN

adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah
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6.

!

dengan perjanjian kerja yang bckerja pada instansi
pemerintah.,

Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pcgawai ASN adalah PNS dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat aleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan  digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil vang selanjulnya disingkal PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenubhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pcgawai ASN secara tetap
oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pengisian Jabalan Pimpinan Tinggi adalah proses
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi vang dilaksanalkan
dengan seleksi terbuka dan dapat ditkuti oleh setiap
PNS di lingkungan Kemcnterian Badan Usaha Milik
Negara  dan/atau dari Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah ataupun  mclalui  proses
rotasi/mutasi dan/atau oleh setiap Non-PNS di luar
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat
JPT adalah  sekelompok jabatan tinggi pada
kementerian yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang sclanjutaya
disebut JPT Madya, adalah jabatan yang meliputi
sekretaris kementerian, deputi, slal ahli Menteri, dan
jabatan lain yang setara eselon .

Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama, yvang selanjutnya
disebut JPT Pratama, adalah jabatan yvang mecliputi
kepala biro, asisten deputi, inspektur, dan jabatan lain
yang setara eselon II.

Pejabat Pimpinan Tinggl yang selanjuinya disingkat
PPT adalah Pegawai ASN yang mcnduduki Jabatan

Fimpinan Tingegi.
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10.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunvai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemcrintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Merit adalah kehijjakan dan manajemen ASN
vang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pcrnikahan,

umur, ataupun kondisi kecacatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasul 3

Maksud dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan Pengisian JPT Madya
dan JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif di
lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
tidak termasuk untuk pengisian jabatan yang berasal
dari kegiatan promosi dan/atau rotasi atau mutasi PPT
di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
vang dikecualikan  berdasarkan  hasil evaluasi
implementasi Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai
ASN.

Tujuan  dari  Peraturan  Menteri ini  adalah
terselenggaranya seleksi calon PPT secara terbuka,
transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, serta

diperolchnya PPT vang kompeten dan profesional.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4
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Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a.
b.

C.

persyaratan Pengisian JPT Madya;
persvaratan Pengisian JPT Pratama;

persvaratan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB 11

PERSYARATAN PENGISIAN JPT MADYA UNTUK CALON

YANG BERASAL DARIT PNS

Bagian Kesalu

Persvaratan Umum

Pasal 5

Untuk dapat mengikuti scleksi Pengisian JPT Madya, PNS

harus memenuhi persyaratan umum, vaitii:

a.
b.

&

schat jasmani dan rohani serta bebas narkoba:

berstatus sebagai PNS;

memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas
yvang baik;

berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada
hari pertama pengumuman seleksi terbuka;

semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang
terkait dengan kejahatan jabatan; dan

telah menverahkan SPT Tahunan dan LIIKPN terakhir

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Kepangkatan

Pusal 6

Untuk dapatr mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS

harus memiliki pangkat terakhir paling rendah Pembina

Utama Muda (IV/c) pada saat melamar,



Bagian Ketiga

Persyaratan Pendidikan

Pasal 7
Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madva, PNS
harug  memiliki  pendidikan  paling rendah  strata

I/ pascasarjana (32).

Bagian Keempat

Persyaratan Kompetensi

Pasal &

(1} Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya,
PNS harus memenuhi standar kompetensi manajcrial,
kompetensi  sosial  kultural, dan  kompetensi
leknis/bidang vang berlaku di Kementerian Badan
Usaha Milik Negara scsuai dengan jabatan yang
dilamar.

(2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial
kultural, dan kompetensi tcknis/bidang yvang berlaku
di Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk
Pengisian JPT Madya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Persvaratan Rekam Jejak Jabatan

Pasal 9
(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya,

PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan,

vaitu:

a, sedang/pernah menduduki JPT Madva/Jabatan
Fungsional Tertentia Ahli Utama, atau
sedang/pernah menduduki JPT Pratama dengan
masa jabatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun;

dan



b. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas
vang terkait dengan jabatan vang akan dilamar
dengan akumulasi masa jabatan paling sedikit
selama 7 (tujuh) tahun pada hari pertama
pengumuman scleksi terbuka;

(2) Persyaratan masa jabatan dan pengalaman jabatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul a dan
huruf b, dapat kurang dari ketentuan tersebut, apabila
calon yvang bersangkulan akan mengikuti seleksi atas
penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;

(3) Khusus untuk pengisian jabatan pada level Eselon l.a,
dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman
melaksanakan penugasan sebagai dircksi atau dewan
komisaris/dewan pengawas pada badan usabha milik
negara/anak  perusahaan  badan  usaha  milik
negara/ joint venture/perusahaan dengan kepemilikan
negara minorilas, dengan akumulasi masa jabatan
paling sedikit sclama 5 (lirma) tahun pada harl pertama

pengumuman seleksi terbuka.

BADB III
PERSYARATAN PENGISIAN JPT MADYA BAGI CALON YANG
BERASAL DARI NON-PNS

Bagian Kesatu

Persvaratan Umum

Pasal 10
Untult dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non
PNS harus memenuhi persyaratan umurn, vaitu:
a. warga negara Indonesia;
b. schat jasmani dan rochani scria bebas narkoba;
c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas
vang baik;

berusia paling tinggl 58 (ima puluh delapan) tahun pada

o

hari pertama pengumuman seleksi terbuka;



k.

dalam  hal  yang  bersangkuran  bckerja  pada
perusahaan/lembaga pendidikan/lembaga negara/
lembaga keschatan/lembaga  lainnya, semua unsur
penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baile atau
istilah lain yang setara dalam 2 (dua) tahun terakhir;

tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
vang merugikan keuangan negara dan/atau  vang
berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun terakhir;

. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

telah menyerahkan SPT Tahunan terakhir sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau

terlibat politik praktis (pengurus organisasi sayap partai)

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan

tidak menjadi anggota/pengurus organisasi dan ormas
-

vang dilarang oleh pemerintah dalam kurun wakta 5

(lima) tahun Lterakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidikan

Pasal 11

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-

PNS harus mementuthi persyaratan pendidikan, vaitu:

a.

memiliki pendidikan paling rendah strata-Il/pascasarjana
(52); dan

tclah  melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan/
pengembangan kompetensi bertarat internasional paling

sedikil 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kompetensi

Pasal 12
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Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya,
non-PNS  harus memenuhi standar kompetensi
manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompctensi
icknis/bidang yang berlaku di Kementerian DBadan
Usaha Milik Negara sesuai dengan jabatan yang
dilamar.

Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial
kultural, dan kompetensi teknis/bidang vang berlaku
di Kementerian DBadan Usaha Milik Negara unutuk
Pengisian JPI' Madya sebagaimana tercantum dalam
lLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menterl ini.

Bagian Keempat

Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

Pasal 13

Untuk dapat mengilkuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-

PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan, vaitu;

.

tidak pcrnah diberhentikan tidak dengan hormat dari
PNS/prajurit  Tentara Nasional  Indonesia/anggota
Kepalisian  Negara Republik Indonesia/direksi/dewan
komisaris/dewan pengawas/pegawai perusahaan;
memiliki pengalaman kerja dalam bidang tugas vang
terkait dengan jabatan vang akan dilamar dengan
akumulasi masa kerja paling scdikit selama 10 (sepuluh)
tahun pada hari pertama pengumuman scleksi terbuka;
dan

khusus untuk pengisian pada level Eselon LlLa,
dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman dalam hal
pengelolaan  perusahaan dan  berada dalam  posisi
manajemen  level stralegis/pengambil keputusan pada
badan usaha milik negara/anak perusahaan hadan usaha
milik negara/ joint venture/perusahaan dengan
kepemilikan  negara  minoritas/swasta dengan  total
pendapatan paling sedikit sejumlah Rp 1 triliun atau total

aset paling sedikit sejumlah Rp 5 triliun paling kurang



T

pada tahun buku tcrakhir saal pengumuman seleksi

terbuka.

BAB TV
PERSYARATAN PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 14

Untuk dapat mengikuti scleksi Pengisian JPT Pratama, PNS

harus memenuhi persyaratan umum, yaitu:

a. schal jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

b. berstatus sebagai PNS;

c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas
yvang baik;

d. berusia paling tinggl 56 (lima puluh enam) tahun pada
hari pertama pengumuman seleksi terbuka,;

e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang
terkait dengan kejahatan jabatan; dan

g. telah menyerahkan SPT Tahunan dan LITRASN/LHKPN
terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-

undangan.

Bagian Kedua

Persvaratan Kepangkatan

Pasal 15
Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS
harus memiliki pangkat terakhir paling rendah Pembina

Tingkat I (IV/b) pada saat melamar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pendidikan
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Pasal 16
Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS
harus memiliki pendidikan paling rendah Diploma-IV (D-1V)

atau Strala-1/Sarjana [(S1).

Bagian Keempat

Persyvaratan Kompetensi

Pasal 17

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama,
PNS harus memenuhi standar kompetensi manajerial,
kompetensi  sosial  kultural, dan  kompectensi
teknis/bhidang vang berlaku di Kementerian Badan
Usaha Milik Negara sesuai dengan jabatan vyang
dilamar.

(2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial
kultural, dan kompclensi teknis/bidang yang berlaku
di Kementerian Badan Usaha Milik Negara unluk
Pengisian JPT Pratama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tlidalk terpisahkan

dari Pcraturan Mentierl ini.

Bagian Kelima

Persyaratan Relkam Jejak Jabatan

Pasal 18
{1} Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama,

PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan,

vaitu:

a. scdang/pernah menduduki JPT Pratama/Jabatan
Fungsional Ahli Utama, atau sedang/pernah
menduduki Jabatan Administrator/Jabatan
Fungsional Ahli Madya dengan masa jabatan paling
sedikit selama 2 (dua) tahun;

b. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas

yvang lerkait dengan jabatan yang akan dilamar



dengan akumulasi masa jabatan paling sedikit
selama 3 (lima) tahun; dan

c. memiliki  pengalaman melaksanakan penugasan
sebagai  dircksi atau dewan komisaris/dewan
pengawas pada badan usaha milik negara/anak
perusahaan bhadan usaha milik  negara/joint
venture/perusahaan dengan kepemilikan negara
minoritas.

(2) Persvaratan sebagaimana dimeksud dalam ayal (1)
huruf ¢ dikccualikan untuk lowongan pada JPT
Pratama di lingkungan sekretariat Kementerian Badan
Usaha Milik Negara, JP1' Pratama Inspektorat, JPT
Pratama data dan teknologi informasi, dan JPT
Pratama hukum dan perundang-undangan.

(3) Persyaratan masa jabatan dan pengalaman jabatan
sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan
huruf b, dapat kurang dari ketentuan tersebut, apahila
calon wvang Dbersangkutan mengikuti seleksi atas

penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menterl ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Badan Usaha  Milik Negara Nomor PER-
06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kcementerian
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 628), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PHR-
153/MBU/ 11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menlteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2015
tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Tcrbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1732), dicabut dan dinyatakan tidak berlalku.
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Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONIESIA,

WIDODO EKATJALIJANA

RERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 559




LAMPIRAN
-15- PERATURAN MENTERI
BADAN USAHA MILIK NECGARA
NOMOR PER-8/MBU/05/2021
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI D] LINGKUNGAN KEMENTIERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERSYARATAN KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Persvaratan kompetensi terdiri dari standar kompetensi manajerial, standar
kompetensi sosial kultural, dan standar kompctensi tcknis/bidang yang
herlakil di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) scsuai kelompok

jabatan dan fungsi-fungsi pengelolaan BUMN,

A. Kelompok dan Fungsi Jabatan

Kelompok Fungsi . Jabatan

JPT Madya Korporal Depu i "y ang menangani bidang hukum dan
perundang-undangan

Deputi vang menangani bidang sumber daya
manusia, pengembangan riscl, teknolegi dan
informasi

Depuli yang menangani bidang keuangan, investasi,
good corporale governance dan manajemen risiko

Enabler Sekretaris Kementerian

Stal Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategls
Stal Ahli Bidang Industri - ]
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
JPT Pratama | Portofolio | Asisten Deputi Bidang Industri pada Walkl Menteri
BUMN T
Asisten Deputi Bidang Jasa pada Walkil Menteri
BUMN II
Korporat | Asisten Deputi vang menangani bidang hukum
korporasi
Asisten Deputi vang menangani bidang peraturan
perundang-undangan
| Asisten De putl }:rané 'rI'lenangani bid_a.ng managjemern
| sumber daya manusia BUMN

2 3 e i =1 z. - H H ps
Asisten Deputi yang menangani bidang tanggung
Jawab sosial dan lingkungan perusahaan

| Asisten Deputi yang menangani bidang pengembagan :
riset, teknologi dan informasi

| Asisten Deputi yang menangani bidang keuangan
dan investasi

Asisten Deputi yang menangani bidang manajemen
risiko dan kepaluhun

' Enabler Kepala Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Kepegawaian

| Kepala Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Fasilitasi Dukungan Slralegis
Kepala Kepala Biro Umum Eﬂi&:uangaﬂ
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B. Standar Kompetensi Manajerial

1. Kompetensi manajerial pada seluruh kelompok JPT terdiri dari:

a. Integritas;

b. Kerjasama,;

¢. Komunikasi;

d. Orientasi pada Hasil;

e. Pelayanan Publik;

i

¢. Mengelola Perubahan; dan

h. Pengambilan Keputusan.

Pengembangan Diri dan Orang Lain;

2. Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud angka 1., pada

setiap kelompok JPT scbagai berikut:

a. JPT Madya

3.

Kompetensi Level ~ Deskripsi Indikator Kompelensi
Integrilas | & Mampu menjadi 5.1. Mempertahankan tinglkat standar
role model dalam keadilan dan etika yang tinggi
penerapan standar dalam  perkatasn dan tindakan
keadilan dan etika sehari-hari vang dipatuhi oleh
di tinglkat nasional seluruh  pemangku kepentingan
pada lngkup instansi yang
dipimpinnya.

5.2, Menjadi “role model” /keteladanan
dalam penerapan standar keadilan
dan efika vang tinggi di tingkat
nasional.

| 2.3. Membuat konsep kebilakan dan
| slralegi penerapan sikap inlegritas
dalam pelaksanaan tugas dan
norma-norma vang sejalan dengan
. nilai strategis organisasi.
.| Kerjagsama B Meneiptakan 4.1. Mcneiptakan hubungan kerja
situasi kerja sama vang konstrizktif dengan
secara konsisten, menerapkan norma / etos / nilai-
baik di dalam nilai kerja yang bhaik di dalam dan
maupun di luar di luar organisasi; meningkatkan
instansi produktivitas dan menjadi
panutan dalam organisasi.

4.2, Secara konsisten menjaga sinergi
agar pemanglu kepentingan dapat
hekerja sama dengan orang di
dalam maupun di luar organisasi.

4.3, Membangun konsensus untuk
menggabungkan sumberdaya darl
berbagal pemangku kepentingan

- uniule Lyjuan bangsa dan negara
Komunikasi a Menggagas sistem 3.1, Menghilangkan hambatan

leomunikasi vang komunikasi, marmpu
terbuka secara berkomunikasi dalam isu-isu
slralegis untuk nasional yang memiliki resiko

{ mencari solusi tinggl, menggalang hubungan

| dengan fujuan dalam skala sirategis di tingkat

| meningltatkan nasional.
kinerja 5.2. Menggunakan saluran

komunikasi formal dan non
formal guna mencapal
kesepakatan dengan tujuan
meningkatkan kinecra di tinglkat
instansi/nasional.




L

__ Kompetensi | Level | Desknipsi | Indikator Kompetensi
| 5.3. Menggagsas sistem komunilkasi
| dengan melibatkan pemangku
kenentingan sejak dini untuk
mencari golusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
L L instansi/nasional. |
4. | Orientasi pada 5 Meningkatkan 4.1. Memastikan kualitas scsual ;
Hasil mutu pencapaian | standar dan keberlanjutan hasil '
keria organisasi kerja organisasi yang :ncmbc:rl
kontribusi pada pencapaian target
prioritas nasional.

41.2. Memastikan tersedianya sumber

[ dava organisasi untuk menjamin
tercapainya largel prioritas
instansi/nasional.

| 4.3. Mcmbuat kebijakan untuk
menersapxan metode kerja vang
lebih efektif-efisien dalam
mencapal tujuan prioritas

N B nasional.
5. | Pelayanan S Mampu 4,1, Mampu menciptakan kebijakan
Tublik memastikan kebijakan pelayanan publik yang
| kebijakan - menjamin terselenggaranya
kebijakan pelayanan publik vang objektil,
| pelayanan publik netral, tidak memihak, tidalk
| yang menjamin dislkriminatif, serta tidak
tersclenggaran ya terpengaruh kepentingan
| pelayanan publik pribadi/kelompok/ partai politik
: vang ahjektif, £.2. Menginternalisasikan nilai dan
! netral, tidak semangat pelayanan publik vang
memihalk, tidak mengikuti standar ahjektif, netral,
diskriminatif, serta tidak memihalk, tidak
tidak terpengaruh diskriminatifl, transparan, tidak
kepentingan lerpengaruh kepentingan
pribadi/kelom pribadi/kelompok kepada setiap
pok/partai politik. individu di lingkungan
ingtansi/nasional;

41.3. Menjamin terselenggaranya
pelayanan publik yang objektif,
netral, tidak memihak, lidak
diskriminatif, serta tidak
lerpengaruh kepentingan

_ - pribadi/kelompok/partai politik
6. | Pengembangan 5 Menciptakan situasi | 5.1. Menciptakan situasi yang
i Diri dan Orang vang mendorong mendorang individu, kelompok,
Lain organisasi untuk unit kerja untuk mcngcmbangkan
méngembazwk S5 kemampuan bclajar secara
= : berkelanjutan di tingkat instansi; |
kemampuan belajar | g o Merekomendasikan/ memberikan I
secaTH penghargaan bagi upaya
berkelanjutan pengembangan vang berhasil,
dalam rangka memastikan dukungan bagi orang
mendukung lain dalam mengembangkan
pencapaian hasil L;cn%ampuarl dallaln unit xerja di
tingkat instansi;

5.3. Memberikan inspirasi kepada
individu atau kclompok untuk
helajar scoara bericelanjutan
dalam penerapan di tingkat

B ; instansi.
7. | Mengelola 5 Memimpin, 5.1. Membuat kebijakan-kebijakan
Perubahan menggalang dan vang mendorong perubahan vang
menggerakkan berdampak pada pencapaian
dukungan sasaran prioritas nasional;
pernangku B
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Kompetensi Level | Deskripsi Indikator Kompetensi
‘ kepentingan untuk | 5.2. Menggalang dan menggerakkan
menjalankan dukungan para pemangkn
perubahan secara kepentingan untuk

I ! herkelaniutan pada mengimplementasikan perubahan

| tingkat instansi/ rang telah ditetapkan;

| nasional 5.3. Sceara berkelanjutan, mencar?
cara-cara baru untuk memberi
nilai tambah bagl perubahan vang
tengah dijalankan agar memberi
manfaat yang lebih besar bagi

il - | para pemangku kepentingan.
8. | Pengambilan S Menghasilkan | 4.1, Menghasilkan solusi vang dapat
Keputusan solusi dan mengalasi permasalahan janglka

| mengamhil panjang. )

1.2, Menghasilkan solusi strategis

keputusan untuk i ) o
_ E yvang berdampalk pzda tataran
mengatas] instansi/nasional.

, permasalahan 4.3. Membuat keputusan atau
jangka kebijakan yang berdampak
panjang/strate gis, nasional dengan memiligasi risiko
berdampak nasional yang mungkin tirbul.

b. JPT Pratama
| Kompetensi Level | Deslkripsi ~ Indikator Kompectensi
L. | Integritas 4 Mampu 4.1. Menciptakan situasi keria vang
menciptakan situasi mendorong seluruh pemangku
kerja vang kepentingan memaluhi nilal,
mendorong norma, dan etika organisasi dalam
| kepatuhan pada gsegala siluasi dan kendisi.
nilai, norma, dan 4.2. Mendukung dan menerapkan
elika orgenisasi prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani
menanggung. konsekuensinya.

4.3. Derani melakukan koreksi atan
mengamzil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-

. nila? vang dilakukan oleh orang

. | lain, pada tataran lingkup kerja

‘ setinglkat instansi meskipun ada
resiko, _

2. | Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sincrgl antar unit
komitmen tim, kerja di linglaup instansi vang

, sinergi dipimpir.

4.2, Mermfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sincrgi dalam

| rangka pencapaian large! kerja
organisasi.

. 1.3. Mengembangkan sistem vang
mengnargal kerja sama antas Uit
memberikan dukungan /
semangal untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka

[ [ —— o . pcncapalan target kerja crganisasi.

3. | Komunikasi A Mampu 4.1. Mengiulegrasikan
| mengemukakan informasiinformasi penting hasil
; pemikiran

multidimens: secara
lisan dan fertulis
untuk mendorong
lkasepalatan

| dﬁﬂg{—lﬂ T._IJJ'I.'IEIH

diskust dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama; Berbagi informasi dengan

pemangku  kepentingan untuk |

t11jun r'rler'lirlgk;ﬂ.kan kirerja
secara Kesehuruhan,
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Kompetensi

I.cvel

Deskripsi

Orientasi pada
Hasil

meningkatlzan
kinerja secara
keseluruhan

Mendorong unit
kerja mencapai
targel vang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
schelumnys

Pelayanan
Publik

4

Mampu mernonitor,
mengevaluasi,
mernperhitunglan
dan mengantisipasi
dampak dari isuisu
janglka panjang,
kesempatan, atau
kekxuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparar,
objektif, dan
profesional

Pengembangan
Jiri dan Orang
Lain

Menyusun program )
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

| mendorong

| manajemen

| pembelajaran

B
;.G

Indikator Kompelensi

Menuangkan  pemikiran/kaonsep
yvang multidimensi dalam bentuik
tulisan formal.

Menyampaikan informasi secara
persuasil untuls mendorong
pemnangkn  kepenlingan sepakat
pada  langkah-langkah bersama
dengan tuuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

Mendorang unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapal kiner'a,
vang melebihi target yang
ditetapkan.

Memantan dan mengevaluasi hasil
kerja unitnyva agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
clcktifitas dan clisienisi pencaian
larget organisasi.

Y

4.2,

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atan
kekuatan politik vang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelalksanaan tugastugas
pelayanan publik secara objeletif,
transparan, dan professional
dalam lingkup organisas:.
Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggaralcan olsh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan vang objclktif,
netral, tidak memihalk, Zdak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kclompok /partal politile.
Menecrapkan strategi janglka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuban pemangku
kepentingan dalam meny usun
kehijakan dengan mengikuti
standar objektif, newral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribaci/kelompok.

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
hersama-sama dengan bawahan,
termasuk didalamnyva penetapan
tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serla
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan / pendidikan
[ pengembangan kompetensi dan
karir.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk cvaluasi
dan umpan bhalik pada 1ataranr
argaAnisAasi




mitigasi risiko

C. Standar Kompetensi Sosial Kultural
1. Kompetensi sosial kultural pada seluruh kclompok JPT adalah perekart

bangsa.

2. Standar kompetensi sosial kultural scbagaimana angka 1., pada seliap

kelompok JPT sebagai berikut:
a. JPT Madya

mengantisipasi dampalk
kepuiusannyd serla menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).

| Kompctensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi —‘
4.3. Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanyva.
7. | Mengelola 4 Memimpin 4.1. Mengarahken unit kerja untui
| Perubahan perubahan pada lebih siap dalam menghadapl
urit kerja perubahan termasuk mer:i_tigasi
: b risiko vang mungkin zerjadi.
' 41.2. Memastikan perubahan sudah
. ditcrapkan sceara altif di lingkup
| unit kerjanya secara berkala,
I 4.3. Memimpin dan memastizan
i PENEerapan program-program
f perubahan selaras antar unit
| | kerja.
8.  l'engambilan 4 | Mcnyclesaikan 4.1, Menyusun den/atau memutuskan
Keputuisan masalah yang konsep penvelesaian masalah
mengandung risiko yang melibatkan o
tinggi, hebergpa ;.’ seluruh fungsi dalam
2 organisasi.
mcngar‘ltlslpaim 4.2, Menghasilkan salusi dari berbagai
dampak kepulusan, maselah vang kompleks, terkait
membuat tindakan dengan hidang kerjanya vang
pengamanan; berdampalk pada pihak lan.
4.3. Membuat keputusan dan

Kompetensi

Level

Deskripsi

Indikator Kompetensi

Perekat Bangsa

5

Wakil pemerintah
untuk
membangun
hubungan sosial
psikologis

M

ol
=

Menjadi wakil pemerintah vang
mampu membangin hubungan
sosial psikologis dengan masyvarakat
sehingga menciptakan kelekaran
yang kuat antara ASN dan para
pemanglin kepentingan serta
diantara para pemanrgku
kepentingan itu sendiri.

Mampu mengkomunilzasikan
dampzak risike vang reridentitikasi
dan merekomendasikan tindakean
korcktif berdasarkan pertimbangan
perbedaan latar helakang,
agama,/kepcrecayaan, susu, jender,
snsial ekomom, preferensi politik
untuk membangun hubungan
jangka panjang.

Mampu membuat kebyakan yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama /kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik yang berdampalc
positil secara nasional.




b. JPT Pratama

Kompetensi Lewvel Deskripsi Indikator Kompotensi

cfektifitas segala Dbentuk perbedasn
organisasi kehidupan bermasyarakat.

sosial ckonomi, vreferensi

pencapaian tujuan organisasi.
4.3. Mampu membuat program
mengakomodasi  perbedaan

preferensi politik.

D. Standar Kompetensi Teknis/Bidang

L

a.

b.

9]

o

0.

P.

ks

.

Kompetensi teknis/bidang pada kelompok JPT terdiri dari:

Perencanaan & Sincrgi Portofolio

Penilaian Portofolio Korporasi/BUMN
Persetujuan Pecmegang Saham/Pemilik Modal
Optimalisasi Bisnis Korporasi/BUMN
Restrukturisasi Korporasi/ BUMN

Strategi Akhir Korporasi (Exit Strategy)
Manajemern Kinerja dan Portofolio Korporasi
Strategi Korporasi & Portofolio

Pengembangan Bisnis Korporasi/BUMN
Penelitian dan Pengembangan Korporasi/ BUMN
Strategi Pendanaan Korporasi/BUMN
Penggalangan Dana & Investasi Korporasi/ BUMN
Hukum Korporasi/BUMN

Hukum Regulasi

Litigasi Korporasi/ BUMN

Manajemen Kinerja Korporasi/BUMN

Manajcmen Risiko Korporasi/BUMN

GCG & Kepatuhan Korporasi/BUMN

Strategi Pengelolaan Modal Manusia Korporasi/BUMN
Pengembangan Organisasl Korporasi/BUMN
Strategi Pembangunan Teknologi Informasi Korporasi/ BUMN

Komunikasi Kelembagaan

4.2. Mamou mendayagunaksn
perbedaan latar belakang,
agama/ kepercayvaarn, suku, jender,

polilik

uniuk mencapai kelancaran

vang
lectar
belakang, agama/kepercayaan,
sulku, jender, sosial @ ckonom,

Perckat Bangsa 4 Mendavagunakan | 4.1. Menginisiasl dan merepresentasikan |
perbedaan secara pemerintah di lingkungan kerja dan
konstruktif dan masyarakat untuk gsenantiasa
krealif untuk menjaga persatuan dan  lkesatuan
| meningkatkan dalam keberagaman dan mcnerima
dalam




S

w. Komunikasi Publik

x.  Komunikasi Investor Korporasi/BUMN

y. Komunikasi Intcrnal Korporasi/BUMN

z. Tanggungjawab  Sosial Korporasi/BUMN  {Corporate  Social
Responsibility

aa. Internal Audit Korperasi

bb. Anggaran

cc. Perbendaharaan

dd. Akuntansi

ce. Perpajakan

ff.  Manejemen Aset

gg. Pengadaan Operasional

hh. Pelayanan Umum

ii.  Administrasi

jj-  Manajemen Risiko Kementerian BUMN

kk. Audit internal Kementerian BUMN

.  GCG dan Kepatuhan Kementerian BUMN

mm. Komunikasi Publik Kementerian BUMN

nn. Komunikasi Investor Kementerian BUMN

oo. Komunikasi Internal Kementerian BUMN

pp. SDM Operasional

qq. IT Operasional

rr. Hukum Opcrasional

2. Standar kompetensi teknis/bidang sebagaimana angka 1, pada

kelompok jabatan JPT Madya dan fungsi-fungsi pengelolaan BUMN
adalah scbagai berikut:
a. JPT Madya pada fungsi Korporat
1) Deputi yang mcnangani bhidang hukum dan perundang-
undangan
Deputi yang menangani bidang hukum dan perundang-
undangan adalah deputi vang mempunyal tugas berkaitan
dengan penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi
cdan sinkronisasi pclaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN.



Kompetensi Level Deskrinsi Indikator Kompetensi
1. | GCG dan 5 Memniliki 5.1. Memiliki kemampuan INETys
. Kepaluhan kemampuan konsep metode komunikasi
| Kementerian melakukan Kementerian BUMN melalui berbagai
| BUMN pengembangan macan media komunikasi publik.
i metode dan 5.2, Mcmiliki  kemampuan menggunakan
! teknikieknik cara-cara kreatif sehingga menciptakan
komunikasi opini publik wyang positif dan
i publik schingga mevalkinkan.
' memiliki 5.3. Memiliki kemampuan MEY IS
| kemampuan kerangka strategl komunikasi massa
; memengaruhi dengan mengintegrasiken kebutuhan
j opini publik berbagal  pemangku  kepentingan  di |
! SCCATA Kementerian BUMN, i
meyakinkan B |
2. | Hukum ¢ IMemiliki 5.1. Memiliki kemampuan menyusun
Operasional kemampuan strategi dan kebijakan dalam moembuat
untuk opini huxum opcrasional.
PETLY LS LUIIATY 5.2, Memiliki kemampuan menjadi
kebijakan narasumber dalam penvelesaian
hukum masalah hukum operasional.
operasional serta
menjadl
narasumber 3
3. TTukum S Memiliki [ 5.1. Memilizi kemampuan memberikan
Korporasi/ kemampuan | rekomendasi atas hasil analisis lata
BUMN mengembangkan | kelola perusahaan vang baik/ Good
| kebijakan corporate Governarnee (GCG) lerhadap
| hukum tata kelola bisnis dan perusaiiaan.

5.2, Memiliki kemampuan memberikan
rencana jangka panjang terkait
kebijakan dan standar pelayanan
hukum korporasi.

5.3. Memiliki kemampuan mengembangkan
kebijakan hukum terkait korporasi
atan aspek bisnis dalam subvek
binaan.

| 5.4. Terbuka akan permasalahan korporast

untult memberiltan pengembangan
i hukum. i
4. | Hulam 5 Mengembangkan | 5.1. Memiliki kemampuan mereformasi
Regulasi kebijalan terkait peraturan regulasi menyesuaikan iklim
peENnyusUnNan dan model organisasi.

| rancangan 5.2, Memiliki kemampuan mengembanglan

| peraturan dan menetapkan format administrasi

I perundang- pembuatan dokumen hukum dan

| undangan baik peraturan perundangundangan.

Legislative 2.3. Mampu mengembangkan proscs
Drafting maupin penyusunan regulasi yang efeletif dan
Legal Drafting cfisicn.
dalam unit
hin organisasi
5. | Litigasi 5 Mengembangkan | 5.1. Memiliki kemampuan mengembangkan
Korporasi/ kebijakan yang kebijakan dan strategi litigasi.
BUMN | komprehensil 5.2. Memiliki kcmamp U Imembcrikap
[ ; pengarahan dan bimbingan terkait
terkail o =
pelalksanaan litigasi.
pclak:sla.naan | 5.3. Mampu menyusun standar prosedur
litigasi hukum dan dokumentasi terkait pelaksanaan
: litigasi hukum.

6. GCG dan 2 Memiliki 3.1. Mengintegrasikan keseluruhan aspek
Kepatuhan koemampuan baik dari sisi regulasi, aspek kuantitatif |
Korporasi/ Merancang dan kualitatil dalam perancangan
BUMN kebijakan GCG kebijakan GCG, code of conduct, dan ;

dan lkepatuhan Kepatuhan. |
secara holistik 5.2. Merancang kebijakan GCG, code of l



___ Kompetensi Level | Deskripsi Indikator Kompeiensi
| dan terintegrasi conduct, dan kepatuhan untuk jangka
dengan fungsi pendek, menengal, dan panjang, serta
kontrol lain dan mengintegrasikan kebijakan fersebut
dapat ditcrapkan dengan aspek kontrol lain untuk dapat
di keseluruhan saling memberikan dampak terhadap
organisasi untuk tugas pokok dan fungsi anlar industri,
janglka pendels,
menengah, dan
| pryjuang. o
7. | Komunikasl 5 | Memililci 5.1. Mengintegrasikan komunikasi
Kelembagaa kemampuan kelembagaan dengan teknolog
n mengembangkan dan/atau sistem infermasi sehingga
teknik-teknik proses komunikasi dapat berjalan
| komunikasi secara otomatis dan akurat.
kelembagaar: 5.2, Melaksanakan proses komunikasi
untuk kelembagaan vang bersifat rulin dan
merneiptakan non-rutin,
otomatisasi 5.3. Menyusun framework dan S0P untuk
mformasi memastikan kualitas komunikasi vang
konsisten dan akural.,
5.4. Bersikap secara profesional dalam
konteks komunikasi kelembagaan.
2) Deputi yang menangani bidang sumber daya manusia,
pengembangan riset, teknologi dan informasi
Dcepuli  yang menangani Dbidang sumber daya manusia,

pengembangan riset, teknologi, dan mlormasi adalah depuli

yang mempunyai tugas berkaitan dengan penyelenggaraan

perumusarn  kcbijakan  serta  koordinasi dan  sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya

manusia, pengembagan riset, teknologi, dan informasi BUMN.

Kompelensi Level Doskrips Indikator Kompelensi
[, Penelitian dan D Memiliki 5.1. Membuat kebijakan atas hal-hal
Pengembangan | kemampuan Veulg berhubungan dengan
Korporasi/ | | menyelaraskan pengelolaan penclitian dan |
BUMN | hasil penelitian pengembangan  dimana kebiyjakan |
| dan tersebut dapat rterintegrasi  dan
pengembangan saling memberikan darnpalk
dengan terhadap tugas pokok dan scsual
kehbijakan dan dengan tujuarn pelaksanaan
repulas penelitian dan pengembangan.

5.2, Menyelaraslan kebijakan dan

regulasi atas kesimpulan penelitian
: _ dan pengembangan.
Lid, Manajemen 5 Memiliki 5.1, Memiliki pengelahuan tentang
' Kinerja mengembangle alternalif sistem manajemen kinezja
: Korporasi/ n evaluasi untuk mendukung dinamika bisnis.
| BUMN TILATIE]CIIIETL 5.2, Melakukan pemutakhiran sistem
| kinerja manajemen kincerja untuk ovaluasi
korporasi korporasi.

5.3, Memiliki kemampuan dalam
memberikan arahan alat baniu
evaluasi lerbaik vang akan
digunakan dalam janglka waktu

_ L panjang. .
3 GCG dan 5 | Memililzi 5.1. Mengintegrasikan keseluruhan
Kepatuhan | kemampuan aspek baik dari sisi regulasi, aspek
|
|

Korporasi/

THETATICHATLE

kuantitatif dan kualitatif dalam




Kumpelensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi
BUMN ' kebijakan GCG perancangan kebijakan GCG, code
_ dan kepaluhan of conduct, dan Kepatuhan.
i secara holistik 5.2. Merancang kebijakan GCG, code of
' dan terintegrasi coriduct, dan kepatuhan untuk
| dengan fungsi Jjangka nendek, menengah, dan
5 kontrol lain dan panjang, serta mengintegrasizan
dapat kebijakan tersebint dengan aspek
diterapkan di kontrol lain untuk dapat saling
Xegeluruhan memberikan dampak terhadap '
organisasi tugas pokok dan fungst antar f
untulk jangka ndustri |
pendel,
menengah, dan
panjang.
| Strategl 5 Memiliki 5.1. Mermiliki pemahaman terhadap
| Pengelclaan kemampuan kebuluban organisasi untuk jangka
Modal Manusia melakukan pendek, menengah, dan panjang
Korporasi/ analisis trend vang selaras dengan visl dan mis:
BUMN manajemen serta proses bisnis organisasi
5DM strategis 5.2, Merurmuskan kebijakan
dan melakulkan manajemen SDM strategls jangka
penyelarasan pendek, menengah, dan panjang
dengan vang inovatif, fleksibel, dan
Tnanajemen terstruktur
SDM strategis di | 5.3. Memilila pola pikir strategls yang
; OrgaTisasl tidak melupakan aspek operasional
| untuk mencapai dan detil
visl organisasi 5.4. Mengintegrasikan kebilakan
manajemen swmber daya manusia
strategis cross-industr dan dengan
) anak perusahaan
Pengembangan 3 Memiliki 5.1, Memiliki kemampuan untuk
Organisasi kemampuan merancang dan mengembangkan
[ el organisasi saat ini menjadi World
mengembangkan Class Org_,aplsatlon dengan tahapan
i : vang realistis
L M 5.2. Memiliki kemampuan untuk
menjaci World mengembangkan terobosan-
Class tcrobosan organisasi agar matnpu
Organisation bertahan dan bertumbuh kemhang
vang mampu dalam berbeagai era disrupsi
bertumbuh
kembang dalam
herbagal era
disrupsi,
termasuk era
digital saat i
Strateg! 5 Memilili 5.1. Merancang forcecast kebutuhan dan
Pembangunan kemampuan pengembangan sistera teknoelogi
Teknologi melakulkan informasi untuk jangka pendele,
Informasi forecast menengah, dan panjang yang
Korporasi/ ! kebutuhan disesuaikan dengan perkembangan
BUMN ' sistem teknologl teknologi dan tujuan organisasi
informeasi 3.2, Memiliki kemampuan untulk
organisasi i menyelaraskan trend teknologi
untuk jangka ! global dengan kebutuhan
pendelk, organisast dalam ingkal individual
menengah, dan {sesuai dengan hidang kerja masing
panjang - masing kervawan) dan tingkat

organisasi yang mengacu pada
pengembangan sister organisasi
dan intcgrasinya dengan anak -
anak perusahaan




_-I{orxzpclensi | Level §| Desgkrinsi Indikator Kompetensi
3.3. Melakukan integrasi strategi sistem
teknologi informasi lintas industr
untuk memastikan kesclarasan
antara induk dengan anggota
holding, maupun antar anggola
_ holding
y:l Komunikasi { 5 Menctapkan 5.1. Mengintegrasikan komunikasi
Kelembagaan | pengemhbangan kelembagaan dengan teknologi
| teknik-teknik dan/atau sistem informasi sehingga
komunikasi proses komunikasi dapat berjalan
kelembagaan secara otomatis dan akurat
untuk 5.2. Menetapkan proses komunikasi !
menciprakan kelembagaan vang bersifat rutin
otomatisasi dan non-rutin |
informasi 5.3. Menetapkan framework dan SOP
untuk memastikan kualitus
komunikasi vang konsisten dan
alcurat
5.4. Bersikap sccara profesional dalam
konteks komunikasi kelermbagaan
A. Komunikasi 5 Menetapkan 5.1. Mengembankan metode
Publik pengembangan komunikasi via berbagai macam I
terhadap media (cetak, elektronik, maupun |
metode dan verbal) secara efektil dan efisien |
teknik-teknik scria terstandarisas:
kormrunikasi 5.2. Memiliki kemampuan untule
massa, sehingga mengembangkan penggunaan
dapat mdtimedia dalam
memengaruhi mengomunikasikan halhal untuk
opini publik menciptakan opini public
| sccara 3.3. Merancang pengembangan strategi
[ meyakinkan. komunikasi massa vang dapat
mengintegrasikan kepentingan di
keseluruhan organisasi dan anak
perusahaan -
0. Komunikasi 5 Memmiliki 5.1. Terciptanya sistem atau metode
Internal kemnampuarn haru dalam penyampaian informasi
Korporasi/ menetapkan Yang lebih elekti! kepada internal
BLIMN . teknik dan 4 I.)ﬂ'l‘usah_'&lal'l . "
5.2, Dapat dipcreaya meinadi
metode baru narasumber dalam aspek
i dalam komunikasi internal korporasi
i mengkomunikas | 5.3, Menggunakan kombinasi dari
' ikan informasi media komunikasi dan
kepada internal men;hn Si]kl?'iﬂ metademetods haru
perusahaan unt Uk Il’lCl'll‘flgk{,:ll.kElIl cngagemnent
dari komunikasi dan memasiikan
tersampaikannya informasi secara
cfelctil dan efisien
5.4. Menunjukkan sikap vang fleksibel
dan adaplifl terhadap seluruh insan
organisasi vang memilikl perbecaan
bail dari sisi generasi, preferensi
komunikasi, dan hal lainnys
| 5.5. Memiliki kemampuan untuk
| merancang peugembangan metode
| komunikasi internal antara induk
dan anak perusahesan bailk dari
alur, metode, channel, dan hal-hal
lainnya
10.  Tanggungjawab s Memiliki 5.1. Memiliki kemarmpuan untuk
Sosial kemampuan menetapkan kebijakan CSR jangka
Korporasi/ menctepkan pendek., 111611(—,:11;{6_'{1 d rﬂ'w_ra.’a_*.wjang
BUMN o yang sejalan dengan fujnan




0 L 8

_Kompete:lsi Level | mligéﬂ'_ﬁpsi Indikator Kompetensi
(Corporate | rancangan perusahasn dan negara
Seoctal | kebijakan CSR 5.2. Mengintegrasikan kebijakan CSR
Responsibility) | yang tepat anta.r perusahaan untuk dapa# .
= menjangkau masyarakat yang lebih
sasaran, efisien, ; . : o !
T luas dan capat berkontribusi dalam |
tr a‘:LISDaI Cm_’ s peningkatan taraf hidup |
termtegrasi masyarakat
dengan tujuan 53.3. Memiliki kemampuan untuk
perusahaan dan menetapkan kebejjalian untuk
necara menghindari penyelewengan
) pelaksanaan CSR
3) Deputi yvang menangani bidang keuangan, investasi, good
corporate governance dan manajemen risiko
Deputi vang menangani bidang keuangan, investasi, good
- o = e &

corporate governance dan manajemen risiko adalah deputi vang

mempunyai

perumusan kehijakan

tugas

berkaitan

serta

dengan  menycelenggarakan
koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan, investasi, good

corporate govemance dan manajemen risiko BUMN.

| Kompetensi Level  Deskripsi Indikator Kompelensi

14 Strategl ) Menetapkan 5.1, Melakukun  evaluasi ahap  akhir
korporasi & rencana strategi, sebelum penetapan TETCATIA
Portofolio rencana kerja strategi, rencana  kerja dan

dan anggaran anggaran tahunan korporasi sesuai
tahunan dengan  kebijakan dan regulasi
korporasi scsuai dalam jangka panjang
dengan 5.2. Mengarahkan pEnyempurnaarn |
kebijakan dan rencana strategi, rencana kerja dan
regulasi delam anggaran tahunan korporasi
jangka panjang berdasarkan perbandingan
kemenlerian, lembaga negara alau
badan usaha serumpun lainnya,
| bail di dalam maupun luar negeri
5.3. Memberikan alternatif
pengembangan  rencana  strategl,
rencana kerja dan anggaran
tahunan korporasi bila tidak sesual
1 - dengan kebijakan dan regulasi"

2, Pengembangan b Mampu 5.1, Menvelaraskan hasil evaluasi
Bisgnis mengarahkan pengembangan bisnis dan studi
Korporasi/ | penvempurnaan kelayalan dengan regulasi dan

I BUMN dan kebijakan lingkungan, sosial dan
pervelarasan | tata kelola korporasi.
pengembangan 5.2. Mampu memberikan arahan
hrisnis pEnyeInpurnaan atas hasil studi
Korporasif kclayakan dan pecngembangan
RUMN dengan hisnis agar sesuai dengan
kebijakan dan kebijakan serta regulasi
regiilasi lingloungan, sosial dan tata kelola
Ingkungan, korporasi jangka panjang.
sosial dan tata 5.3. Memiliki kemampuan untuk
kelola mengembangkan allernatil
Korporasi/ pengembangan bhisnis
BUMN Korporasi/BUMN vang optimal.

3 Penelitian dan b Mengevaluasi 3.1, Menctapkan kcbijakan

| | Pengembangan ‘akhiratas hasil |  pengelolaan terkait penelitian dan
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Kompeiensi Level Deskripsi Indikator Kompelensi
Korporasi/ penelilian dan pengembangan Korporasi/ BUMN
BUMN pengembangan yvang terintegrasi dan memberikan

Korporagi/BUM dampak terhadap proscs

N dan penelitian dan pengembangan

menvelaraskan- tersebut.

nyva dengan 0.2, Menyeleraskan dan mengarahkan

kebijakan dan pembaharuan terkait kebijakan

regulasi dan regulasi yang dapat
disesuaikan atas hasil kesimpmilan
penelitian dan pengembangar
Korporasi/ BUMN.

5.3. Menjadi rujukan utama dalam
menerapkan pembaharuan
kebijakan dan regulasi yang
dihasilkan berdasarkan has:l
penelitian dan pengembangan

N Korporasi/BUMN"

4, Strategi 3 Mengembangka | 5.1. Mampu mengembangkan
l’endanaan 1 slrategi alternatif sumber pendanaan yang

pendanaan lebih optimel berdasarkan hasil

dengan evaluasi proyeks! pendanaan

memberikan 5.2. Mengevaluasi akhir keselarasan

alternatit antara perolehan pendanaan

sumber beserta penggunaannya dengan

pendanaan regulasi dan kebijakan

dengan 5.3. Menjadi rujukan utama dalam

memperhatikan implementasi perolehan

asoek hukum pendanaan maupun

dan nasional penggunaannya agar meniciiuhi

maupun svarat dan ketentuan yang i

inlernasional : berlaku nasional maupun i
internasional =

B, Penggalangan 5 Mampu | 5.1, Memberikan arahan
Dana & mengembangkan pengembangan vang lepal atas
Investasi alternatit _keg'iatan. pe-ngga]apgan da{]a dan

sigmiher i investasi Korporasi/BUMN.
O 5.2, DEvaluasi tahap akhir atas
Rlbivite alternatif penjamin emisi
penggalangan berdasarkan pertirmmbangan
dana dan | pembiayvaan vang oplmal.
nmveslasi | 5.3, Penyelarasan akhir atas perolehan
Korporasi/ i aklivilas [_;t‘.T*{JL;:—;'-m'lgan dana dan
BUMN scsusi | investasi Korporasi/BUMN. :
) g 5.4, Mengarahkan penyempurnaan |
dengan slrategi G 2
) alktivitas penggalangan dana dan
korporasi, investasi koporasi/ BUMN agar
| kebijjakan dan sesval dengan syarat dan
| regulasi ketentuan dalam regulasi dan
lkebijakan hukum nasional
meupun inlermnasionad.

6. Persetujuan 5 Memiliki 5.1. Membuat keputusan nsulan aksi
Pemcgang kemampuan korporasi dan alokasi portefolo
Sahumn menctapkan yang berguna dalam jangka waktu

usulan aksi Vang panjang
korporasi dan 53.2. Memiliki kemampuan dalam
portoiolio memberikan alternatif usulan aksi
beserta korporasi dan alokasi portofolio
alternzuliliya bila usulan sebelumnya kurang
untuk hasil optimal atau bersilangan dengan
yang aptimal ketentuan regulasi
berdasarkan 5.3. Memperhatikan kescsuaian aksi
ketentuan korporasi dan alokasi portofolio

i | regulasi sesual dengan tujuan BUMN,

rencana lterja dan rencana
stratepi vang telah ditctapkan




Kompetensi Level Deskripsi |  Indikator Kompetensi
b Restrukturisasi 3 Memiliki 5.1, Memiliki kemampuan untuk
Korporasi/ kemampuan melakukan analisis perumusan
. BUMN menvelenggarak kehijjakan restrukturisasi BUMN
an perumusan atau korporasi
kebijakan, 5.2, Memiliki kemampuan unluk
koordinasi dan melakukan koordinasi dan
. SINXronisasl sinkronisasi semua pemangku
' pelaksanaan di kepentingan dalam merumuskan
bidang kebijakan restrukturisasi BUMN
restrukturisasi 3.3, Memiliki kemampian dalam
korporasi atau memberikan arahan aksi
BUMN korporasi apahila proses
restrukturisasi mengalami
kegagalan atau selesai jangka
- | waktunya
8. Strategi Akhir 5 | Memiliki 5.1. Memiliki kemampuan untuk
Korparasi (Faat kemampuan melakukan analisis perumusan
Strategy) menyeclenggarak kebijakan strategi akhir fexdl
811 PCrUIm L San strategy) EUMN atau korpaorasi
kehijakan, 5.2, Memiliki kemampuan untulk
koardinasi dan melakukan koordinasi dan
| sinkronisasi sinkronisasi semua pemangku
| pelakksanaan kepentingan dalam merumuskan
strategl alchir lkebijakan strategi akhir (exit
fexit strategy) strategy) BUMN atau korporasi
pada korporasi 5.3. Memiliki kemampuan dalam
atau BUMN memberikan arahan aksi
karporasi apabila proses strategi
akhir fexat strategy; BUMN atau
korporasi mengalami kegagalan
L _ atau sclesal jangka waktunya
9. Manajemen 5 Memiliki 5.1, Memiliki pengclahuan lentang
Kinetja mengembangkan alternatif sistem manajemen
Korporasi evaliiasi k%nctjz—r un";p.k .mcnd ukung
frigiaeanes d1_nam1l<a bisnis . ‘
i .| 5.2, Melalkukan pemutakhiran sistem
kinerja katporasi manajemen kinerja untule
evaluasi korporasi
5.3, Mcomiliki kemampuan dalam
| memberikan arahan alat bantu
i cvaluasi terbaik vang akan
digunakan dalam janglka walktu
| _ panjang’
10. | Manajemen 5 Memiliki 5.1, Menvelaraskan aspck kuantitatif
Rigiko Korporasi | kemampuan dan kualitatif dalam penyvusunan
| menyusun kebij ak'an manajemen risiko
. feabipaleain atas . atr att_ng.s dan o Eei‘flsmnai .
bl bl yang Bl Mc_n}-usun kebugklan malna_jf:‘rr:en
4 risiko dan mengintegrasikan
berhubungan kebijakan tersebut dengan aspek
dengan kaontrol lain untuk dapat saling
nanajemen memberikan dampak terhadap
risilcn dan tugas pokok dan fungsi antar-
mencrapkan Unit Ezelon 1 se%‘ta ‘
ERM (Enterprise meny@].a:ask:qnl unpllemen_ta&
. mangjemen risiko di seluruh
Risk perusahaan anggola holding,
| Management) 3.3. Mensosialisasikan budaya risiko
ke kesceluruhan organisasi.

4.4, Memiliki kemampuan dalam
mengintegrasikan dan/atau
menyelaraskan kebijakan
manigjemnen rigiko linlas indusir

11. | GCG can 5 Memilild 5.1. Mengintegrasilcan lzescluruban

Keparahan

aspek baik dari sisi repulasi,
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Kompetensi | Level Deskripsi Indikator Kompetensi
Korporasi/ kemampuan aspek kuantitatfl dan kualitatif
BUMN LIErANCang dalam perancangan kebijalian

kebijakan GCG QCG, code of conduct, dan
dan kepatuhan Kepatuhar: F
o 5.2, Merancang kebijakan GCG, code
! i hOhStlk . of conduct, dan kepatuhan untuk
dan terintegrasi jangka pendek, menengah, dan
dengan fungsi panjang, serta mengintegrasikan
kontroel lain dan kebijakan tersebut dengan aspek
dapat diterapkan lrontrel lain untuk dapat saling
i fresciurn e memberikan dampak terhadap
S i tugas pokok dan fungsi antar
organisasi untul SRR
g industri.
jangka pendek,
menengah, dan
| panjang.
12. | Komunikasi 5} Memiliki 5.1. Terciptanya sistem atau metode
| Investor kemampuan baru dalam penyampaian
Korporasi/ T T informasi yang lebih clektil
BUMN . 4 leepada Pemegang Saham atan
| aranan dan
: | Investor
mcmproriosikan
periisahaan
kepada
Pemegang
Saham atau
Investor
Intcrnasional
3. Internal Audit 3 Membuat 5.1, Memiliki kernampuan membuar
Korporasi/ keputusan keputusan dalam situasi vang
BUMN penetapan cara sensilil dan kompl(:_ks, t{:ru_tama
| ity telonite gung dr.alz.u-p.katekS audit BUMN .

: B 5.2, Memiliki kemampuan menbina
dlgunakal:l kerjasama dan kolaborasi yang
untuk audit terpadu dan kokoh dengan SPI
internal BUMN | dan Komite Audit dari BUMN

terkait

3.3, Melakukan pengamhbangan fungsi
audit ke dalam tiap proses bisnis
organisasi yang diserial dengan
kelaborasi dengan fungsi
manajemern risiko dan kepatuhan
serta beriolus pada kontrol dan
proses mmasing-masing proses
bisnis

5.4, Melakukan sosialisasi fungsi audil
sebagai fungsi kontrol untuk
pencapaian juan ke seluruh
unit orgamisasl BUMN vang terkait

5.5, Memiliki kemampuan
mengembangkan kebijjakan audit
internal yang diperlukan oleh
BUNMN, merancang kebijakan vang
komprehensit dan terintegrasi
dengan fungsi kontrol lain,
melakukan moenitoring dan
evaluast terhadap hasil
implementasi kebhijalcan tersebut
dan memastikan adanya nilai
tambah bhagi organisasi

3.6.  Mcenjadi narasumber publik




A

Level | Deskripsi Indikator Kompetensi
| cdengan kredibilitas tinggi,

| Kompetensi

khususunya untuk nroses audit
nternal bagi BUMN serta anak
perusahzan dan afiliasinya"

b. JPT Madya Fungsi Enabler

Sekretaris Kementerian BUMN

Sckretaris Kementerian BUMN adalah JPT Madya vang mempunyai

tugas berkaitan dengan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

lugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN,

Kompetensi | Level Deslkripsi Indikator Kompetensi
Angparan | 5 Mertniliki 5.1. Memiliki  kemampuan membual
kemampian kebijakan prosedur penganggaran
membuat untuk scluruh unit organisasi
kehijalzan 5.2, Melakulkan penilaian terhadap
mengenai tata kerangka kerja selurul kegiatan
kelola keuangan peNganggararn
[ dan anggaran vang | 5.3. Memberi pengarahan pelaksanaan
lerinlegrasi serla penganggaran  sehingga  risiko
berdampak pada ketidakpastian dapat dikurangi
unit di
Kementerian
| BUMN
| Perbendaharaan | @ Memiliki .1, Memiliki kemampuan menylisun
kemampuan penerapan reformasi dan
membuat transformasi unit perbendaliaraan
kebijakan sesuai dengan peraturan dan
prosedur dan kebutuhan instans?
strategi kerja 3.2. Membuat rencans
perbendabaraan perbendaharaaan siralegis
perbendaharaan di Kemenlerian
BUMN
5.3. Memiliki kemampuan menyusun
dan memhbuat kebijakan mengenai
perosedur perbendaharaan
5.4, Mengedukasi peratiran dan
kebijakan perbendaharaan kepada
unit-unit di Kementerian BUMN
Aluntanst a Memiliki 5.1, Memilld kemampuan menyusun
kemampuan kelijakan mengenal keuangan dan
| membuat investasi
' kebijakan dan | 5.2, Memiliki kemampusn menyusun
rencana investasi | kebijalan mengena’ peneranan
standar keuangan dan akuntanst
dalam laporan kecuangan 5.3.
Memiliki kernampuan mermnbuat
rencana investasi untuk perbaikan
atau penguatan laporan keuangan |
dan rencana investasi
Perpagakan 5 Mermiliki 5.1. Memiliki kemmampuan membuear
kcmampuan kebijakan pajak vang terintcgrasi
membuat dengan strategi bisnis Kemrenterian
kebijakan dan BUMN
| mermberikan 5.2. Memahami strategi perpajakan
| lkonsuliasi terkait yang scdang disusun dan scdang
perpajakan dilakukan Kementerian BUMN
5.3. Memiliki kemampuan memberikan




metode dan

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
konsultasi lerkait perpajakan
) Kementerian BUMN
| &, Menajemen Asel 5 Memiliki 5.1. Mcemiliki kemmampuan
| kemampuan merencanakan dan membuat
metrbinat keby dkdl‘l pcngg]olaan asel
kebijakan dan S, _VII'JIT."I.'II'[}\’I' kap;_las_ﬂ:m 'IJT\I.Uk. .
| T memberikan izin penanganah asel
i menangani risiko : dliin sl it
5.3, Memiliki tanggung jawah atas
scluruh kegiatan pengelolaan aset
Kementerian BUMN
5.4, Melaksanakan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran aset
B 3 atau barang milik negara
6. Pengadaan 3 Memiliki 5.1, Menyusun program dan
Operasional kemampuan pengangegaran pengacdaan
merencanakan dan | 5.2. Merencanakan kegiatan
mermbentuk peningkatan kompetensi
| kehijakan terkait pengadaan
; pengadaan 5.3. Menctapkan kebijakan proses
| operasional yang pengadaan barang dan jasa
terintegrasi untuk berdasarkan peraturan vang ada
seluruh unil 5.4. Secara penuh bertanggung jawsb
organisasi akan kegiatan pengadaan
_ Kementerian BUMN
e P'elayanan 3 Memiliki 5.1, Memiliki kcmampuan
Umiim kemampuan merencanakan dan merumuskan
meneniikan kegiatan pembinaan pclayanan
kebijakan standar | 5.2, Memiliki kernampuan membuat
pelayanan kebijakan terkait ketentuan
standar dan prosedur pelayvanan
5.3. Memiliki kemampuan menangani
berbagai masalah vang timbul dari
pemberian pelayanan
5.4. Bertanggungiawab untuk menjadi
role madel dalam pelayvanan untuk
] _ | menjaga mutu pelayanan
8. Adminisirasi 3 Memiliki | 5.1. Memahami proses pembuatan
i kemamprian kebijakan untuk kcsckretariatan
| membuat dan adminisirasi
| kebijakan 5.2, Memiliki kemampuan berpikir
| mengenal strategis dalam mengembangkan
| kesckretariatan sistem kesekretariatan yang
] | dan administrasi terintegrasi di Kementerian BUM
9. GCG dan 5 | Memiliki [ 5.1, Memiliki kernampuan
Kepatuhan kemampuan mengintegrasikan kescluruhian
Kementerian | merancang aspek baik dar sisi regulasi, aspek
BUMN kebijakan GCG kuantitatit dan kualitatif dalam
dan kepatuhan perancangazn kebijakan GCG dan
| secara holistik dan kepatulian
terintegrasi dengan 5.2, GCG dan kepatuhan untuk jangka
fungsi kontrol lain pendek, menengah, dan panjang
dan dapat serta menginlegra-sikan kebijakan
diterapkan di tersebut dengan aspek kontrol lain
| Kementerian untule saling memberi dampal
| BUMN untuk pada tugas pokok dan fungsi antar
| jangka pendek, divisi Kementerian BUMN
menengalt dan
‘ panjang
10,  Komunikasi 3 ‘ Memiliki 5.1. Memiliki Xermampuan Tieryusun
Publik kemampuan konsep metode kamunikasi
Kementerian ‘ melakukan Kementerian BUMN melalui
BUMN pengembangan herbagai macam media komunileasi

publils
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Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi |
tekmnik-teknik 5.2, Memiliki kemampuan
komunikasi publik menggunakan cara-cara kreatit
schingga memilikl schingga menciptakan opini publik
kemampuan vang positif dan mevakinkan
memengarihi 5.3. Memiliki kemampuan menyvusun
opini publik secara kerangka strategi komunikasi
meyakinkan massa dengan mengintegrasikan |
! kebutuhan berbagai pemangku i
i kepentingan di Kementerian BUMN |
11, | Komunikasi 5 Melakukan 5.1. Memiliki kapasitas berkomunikasi |
Internal pengembangar: secara eleklil dan efisien |
Kementerian dan inovasi pada menggunakan berbagai media '
BUMN metode kemunikasi seperti media cetak,
kornunikasi elektronik, maupun verbal yang
internal ditujukan kepada internal
Kemenierian Kementerian BUMN
BUMN 5.2. Mengkombinasikan berbagai media
komunikasi lalu menghasilkan
metode komunilkasi internal
termutlakhir yang rmemiliki
lkkemampuan meningkatkan
keterikatan positit di internal
Kementerian BUMN
: | 5.3. Mcrangkul scluruh mndividu
| : Kementerian BUMN secara abjektif
atau tanpa mclihat latar belakang
_ usia, fisik, sulu, rag, dan agama
120 | 3DM 5 Mermniliki 5.1. Dapat tercipatnyva sistem haru
Operasional kemampuan vang mendukung adanya SDM
menciptakan operasional yang lebih efektif dan
sistemn SDOM efisien
operasional vang
lebih efektif bagi
Kementerian
BUMN dan BUMN =
13. | Hultum L5 Mermiliki 5.1. Memiliki kemampuan menvusun
Operasional kemampuan untuk stratesl dan kebijakan dalam
penyusunan membuat opini hukum operasional |
kebijakan hukum | 5.2, Memiliki kemampuan menjadi
! uperdasional seria narasumber dalam penvelesaian
! menjadi masalah hukum operasioral
[ narasumber A — :
14.  Hukum Regulasi 5 Merancang dan 3.1. Memiliki kemampuan mereformasi
membuat peraturan regulasi menyesuailkkan
kehijakan terkait iklim dan madel organisasi
Legislative Drafting | 3.2. Memiliki kemnampuarn menelapkan
dan Legal Nrafting formal administras pembizatan
dalam unit | dokmen hukum dan peraturan
organisasi | perundangundangan
|15, | Strategi 5 | Memilili 3.1. Memiliki pemahaman
| Pengelolaan lkemampuan terhadapkebutuhan organisasi
Modal Manusia melakukan untuk jangka pendelr, menengah,
Korporasi/BUM analisis trend | dan panjang vang selaras dengar
N meangjemern SDM visi dan misi serla proses bisnis
strategis dan | grganisasi
melakukan | 5.2. Merumuskan kehijakan
penyelarasan manajemen SDM strategis jangka
dengan | pendels, menengah, dan panjang
i manajemen SDM vang inovatif, flelcsibel, dan .
slrategis di terstruktur |
organisasi untuk 5.3. Memiliki pola pikir siralegls vang
mencanal visi tidak melupakan aspek operasional |
orguanisasi dan detil
1A, | Pengembangan 5 Mernililzi 5.1. Meomililad kemampuan untuk
Organisasi kemuarnpuan untulk merancang dan mengembangkan




-

Kompetensi Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

i mengermbangkan organisasi saat ini menjadi World

| organisasi menjadi Class Organisation dengan

| World Class tahapan yang realistis

- Organisation yang @ 5.2. Memiliki xemampuan untuk
I pu mengembangkan terobosan-
bertumbuh terohosan organisasi agar mampu
kembang dalam bertahan dan bertumbuh kembang
berbagai era dalam herbagai era disrupsi

disrupsi, termasuk
era digital saat ini

17. | Komunikasi 5 Memiliki 5.1. Mengintegrasikan komunikasi
Kelembagaan kemampuan kelembagaan dengan teknologt
mengembanglkan danfatau sistem informasi
teknik-teknik schingga proses komunikasi dapat
komunrikasi berjalan secara olomalis dan
kelembagaan akurat
i untuk 5.2, Melaksanakan proscs komunikeasi
menciptalan kelembagaan vang bersifaf rutin
otomatisasi dan non-rutin
informasi 5.3. Menyusun framework dan SOP
untuk memastikan kualitas
komunikasi yang konsisten dan
akurat
5.4, Bersikap sceara prolesional dalam
) konteks xomunikasi kelembagaan
c¢. JPT Madya Lainnya
1) Staf Abhli yvang menangani bidang implementasi kebijakan
strategis
Staf ahli yang menangani bidang implementasi kebijakan
strategis adalah staf ahli yang mempunyail tugas berkait dengan
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
unsur pemimpin kementerian terkait dengan implementasi
kebijakan stratcgis dan pclaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Menter:t BUMN.
Kompetensi | Level  Deskripsi | Indikator Kompetensi
1. | GCG dan 5 | Memniliki 5.1, Memiliki kemampuan
Kepatuhan kemampuan mengintegrasikan keseluruhan aspek
Kementerian IMEerancang baik dari sisi  regulasi, aspek
BUMN I kebijakan GCG kuantitatif dan kualitatif dalsm
dan kepatuhan perancangan kebijakan GCG  dan
secara holistik dan kepatuhan perancangan kebijakan
terintegrasi dengan GCG dan kepatuhan
fungsi kontrol lain (5.2, Memiliki kemampuan merancang
dan dapat kebijakan konlrol lain di
diterapkan di Kementerian BUMN  GCG dan
Kementerian kepatuhan untuk jangka pendek,
BUMN untuk menecngah, dan  panjang  serta
jangka pendek, mengintegra-sikan kebijakan |
menengah, dan tersebut dengan aspek kontrol luin
panjang untuk saling memberi dampak pada |
tugas pokok dan fungsi antar divisi :
=l o Kementerian BUMN |
2. | Komunikasi 5 Momniliki 5.1, Memiliki kemnampuan menyusun |
Publilz | kemampuan konsep metode komunikasi
Kementerian melaltukan Kementerian BUMN melalul berbagai
BUMN pengembangan macam media komunikasi publik
metode dan 5.2. Memilili kemampuan menggunakan




-35-

Kompetensi Level Dieskripsi Indikator Kompctensi
leknikleknik cara-cara krealil sehingga
komunikasi publik menciptakan opini publik yang
schingga memiliki posilil dan meyakinkan
kemampiian 5.3, Memiliki kemampuan menyusun
memengaruhi opini kerangka strategi komunikasi massa
publik secara dengan mengintegrasikan kebutuhan
meyakinkan berbagai pemangku kepentingan di

Kementerian BUMN
3. Komunikasi = Memiliki 5.1, Memilild kemampuan menyusun
Investor kemampuan konscp metode kemunikasi
Kementerian melakukan Kementerian BUMN melalui berbagai
BUMN pengembangan macam media komunikasi investor
metode dan 5.2. Memiliki kemampuan nmenvisun
teknikleknik | kerangka strategi komunikasi
komunikasi ; investor
investor [5.3. Memiliki kemampuan
memproyveksikan keinginan investor
atau calon mveslor berdasar<an
analisis yang dapat dipertangeung-
Jjawabkan
4. Strategi (e Menetapkan 5.1, Melakukan cvaluasi tahap akhir
korporasi & rencana strategi, sebeliim penetapan rencana strategi,
Portofolin rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran tahunan
anggaran tahunan korporasi sesuai denpgan kebijakan
korporasi sesuai dan regulasi dalam jangka panjang
dengan kebijakan |5.2. Mengarahlkan penyempurnaan |
dan regulasi dalam rencana strategi, rencana kerja dan |
jangka panjang AngEaran tahunan korporasi
berdasarkan perbandingan
ltementerian, lembaga negara atau
badan usaha scrumpun lainnya, bailk |
di dalam maupun luar negeri

3.3. Memberikan alternatif
pengembangan  rencana  strategi,
rencana kerja dan anggaran tahunan
korporasi bila tidalk sesuai dengan
kebijakan dan regulasi

5. | Penelitian dan 5 Memiliki 3.1. Meembuat kebijakan atas hal-hal
Pengembanga kemampuan vang berhubungan dengan
n o menyelaraskan pengelolaan plenelman - dan
Korporasi/BU hasil penelitian dan pengembangan 1’.;11[:1{.'-!.11{*1_ ‘ 1«:e.b1_1a1§am
MN tersebut dapat terintegrasi dan saling
pengembangan memberikan dampak terhadap tugas
| dengan kebijakan pokok dan scsual dengan  tujuan
dan regulasi pelaksanaan penelitian dan |
pengembangat.

5.2. Menvelaraskan kebijakan dan
regulast atas kesimpulun penelitian
dan pengembangan.

. Hukam 5 Merancang dan 5.1, Memiliki kermampuan merelormasi

Regalasi membuat peraturan regulasi menyesuaikan
kebijakan terkait iklim dan model organisasi
Tegislative Drafting | 5.2. Memiliki kemampuan menetapkan
dan Legal Drafling format administrasi pembuatan
dalam unit dokumen hukum dan peraturan
organisasi perundangundangarn
| 7. | Komumnikasi 3 Memiliki 5. 1. Mengintegrasikan komunikasi

| Kelembagaan kemampuan kelembagaan dengan teknologi

mengembangkan dan/atau sistem informasi sehingga

teknik-tcknik

proses komunikasi dapal berialan
sccara oftomatis dan alsurat,

Lorntinileasi



Level
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Deskripsi

Indikator Kompetenst

kelembagaan
untuk
menciptakan
vtomaltisasi
informas

1

5.3

Melaksanakan proses komunikasi
kelembagaan yang bersifat rutin dan
noxn-rutin.

Menyusun tramework dan SOP
untuk memastikan kualitas
komunikasi yvang konsisten dan
akurat.

Bersikap secara profesional dalam
konteks komunikasi kelembagaan,

2) Staf Ahli yang menangani hidang industri

Staf ahli yang menangani bidang industri adalah staf ahli yang
mempunyai ftugas berkail dengan memberikan rckomendasi

terhadap isu-isu stratcgis kepada 1nsur pemimpin kementerian

terkait dengan BUMN sektor indusin dan pelaksanaan lugas
lain vang diberikan olch Menteri BUMN.

Kompetensi Level | Deskripsi Indikator Kompetensi |
1. | GCG dan 5 Memiliki 5.1. Memiliki kemampuan
Kepatuhan kemampuan mengintegrasikan keseluruhan aspek
Kemerterian IMErancang | bailt dari sisi regulasi, aspek
BUMN kebijakan GCG dan | kuantitatif dar lkualitatif dalam
kepatnhan secara perancangan  kebijakan GGG dan
holislik dan kepaluhan perancangan  kebijukan |
terintegrasi dengan GCG dan kepatuhan
fungsi kontrol lain  |5.2. Memiliki kemampuan merancang
dan dapat kebijakan kontrol lain di Kementerian
diterapkan di BUMN GCG dan kepatuhan untuk
Kementerian jangka pendck, menengah, dan
BUMN untuk panjang  scrla mengintegra-sikan
jangka pendek, kehijakan  tersebut  dengan  aspek
menengah, dan kontrol lain untuk saling memberi
PaETjAng dampak pada fugas pokok dan fungsi
o N antar divisi Kementerian BUMN
2. | Komunikeasi 3 Memiliki 5.1, Memiliki kemampuan menyisun
Puhlik kemampuan konsep metode komunikasi
Kementerian melaloukan Kementerian BUMN melalui berbagal
BUMN pengembangan macam media komunikasi publik
metade dan 5.2, Memiliki kemampuan menggunalkan
teknikteknik cara-cara kreatit sehingga
komunikasi puhblik menciptakan opini publilk vang positil
schingga memililki dan mcvakinkan
kemampuan 5.3, Memiliki kemampuan menyusun
memengaruhi opini kerangka strategi komunikasi massa
publik secara dengan mengintegrasikan kebutuhan
meyvakinkan berbagal pemangku kepentingan di
| Kcmenterian BUMN
3. | Komunikasi 5] Memililsi 5.1. Memiliki kemampuan menvusun
Investor kermnampuan: | konsep metode komunikast
Kementerian melakukan Kementerian BUMN melalui berbagai
BUMN pengembangan macam media komunikasi investor
| metode dan teknikz- 5.2, Memiliki kemampuean menyusun
| teknik komunikasi | kerangka strategi lcomunilzasi investor
investor
5.3, Memililki kemampuan
memproyeksikan keinginan investor
atau calon investor berdasarkan
analisis vang dapat dipertanggung -
jawabkan
4. Pengembanga 5 Wlarmipin 5.1 Menyelaraskan hasil evahaasi
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o

untuk memastikan kualitas
komurnikasi vang konsisten dan
akural 5.4. Bersikap secera
praofesional dalam konteks

_ komunikasi kelembagaan

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
n Bisnis mengarahkan pengernbangan bisnis dan studi
Korporasi/BU penyempurnaan kelayakan dengan regulasi dan |
MN dan penyelarasan kebijakan lingkungar, sosial dan tata |
pengembanguan kelola korporasi
hisnis 5.2, Mammi memberikan arahan
Korporasi/ BUMN penyvermpurnaan atas hasil stdi
dengan kebijakan leelayakan dan pengembangan bisnis
dan regulasi agar sesual dengan kebijakan serta
lingkungan, sosial regulasi lingkungan, sosial dan tata
dan tata kelola kelola korporasi jangka panjang
| Korporasi/BUMN 5.3, Memilikd kemampuean untuk
' mengembangkan alternatif
| | pengembangan bisnis
B . | Korporasi/BUMN vang optimal
Penelitian dan | B Mengevaluasi akhir 5.1, Menctapkan kebijakan pengelolaan
Pengembanga atas hasil terkait penelitian dan pengembangan
n ‘ | penelitian dan Korporast ,"BU MN yang terintegrasi
Korporasi/BU | pengembangan dan mcmbcr_lk_an dampak tcrhadap
MN | i proses penelitian dan pengembangan
Korporasi/ BUMN fepaahit .
dan I5,2 Menyelaraskan dan mengarahkan I
menyclaraskarnya pembaharnan lerkait kehijakan dan |
dengan kebijakan | regulasi vang dapat disesuaikan atas
dan regulasi ' hasil kesimpulan penelitian dan
| ! pengembangan Korporasi/BUMN
| 15.3. Menjadi rujukan utama dalam
menerapkan pembaharuan kebijakan
dan regulasi vang dihasillzan
berdasarkan Lasil penelitian dan
) _ pengembangan Korporasi/BUMN
Optimalisasi 5 Memiliki 5.1. Memberikan kcbijakan atas hal-hal
Bisnis kemampusn vang berhubungan dengan
Korporasi/BU memberikan pengembangan hisnis dan alokasi
MN persetujuan atas portofolio agar terintegrasi dan saling
optimalisasi bisnis | meherikar dampak
heserta 5.2. Memberikan kecbijakan atas
alternatifnya untuk implementasi aksi korporasi dan
hasil yang optimal alokasi portofolio
berdasarkan 5.3. Memiliki pengalaman dalam
| ketentuan regulasi pemulbusan investasi
' yang ada 3.4, Memberikan alternatif implementasi
aksi korporasi dan alokasi portofolio
vang lebih optimal dan tingkar risiko
b _ vang dapart diterima
Komunikasi o) Menctapkan 5.1. Mengintegrasilan komunikasi
Kelembagaan | pengembangan kelembagaan dengan teknologi
| teknik-teknik dan /atau sistem informas! sehingga
| komunikasi proses komunikasi dapat berjalan
| kelembagaan secara olomatis dan akurat
[ untuk 5.2. Menetapkan proscs komunikasi
menciptakan kelembagaan vang bersifat ratin dan
otomatisasi non-rutin
mlormasi 5.3. Menetapkan framework dan SOP
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3) Staf Ahli yang menangani bidang keuangan dan pengembangan

usaha mikro kecil dan menengah

Staf ahli yang menangani bidang kecuangan dan pengembangan

usaha

mikro kecil

dan

menengah

adalah staf ahli vang

mempunyal  tugas berkait dengan memberikan rekomendasi
erhadap isu-isu strategis kepada unsur pemimpin kementerian
terkail dengan BUMN scklor jasa keuangan dan pengembangan
usaha mikro, kecil, dan menengah dan pelaksanaan tugas lain
vang diberikan olch Menteri BUMN.

Kompetensi | Level | Deskripsi Indikater Kompetensi
1. | GCG dan D | Memiliki 5.1. Memililei kemampuan
Kepartuhan kernampudan mengintegrasikan  keseluruhan aspek
Kementerian merancang baik dari sisi regulasi, aspek
BUMN kebijakan GCG dan kuvantitatif  dan  kualitalil  dalam
kepatuhan secara perancangan kKebijakan GCG  dan
holistik dan kepatuhan perancangan kebijakan
terintegrasi dengan GCG dan kepatuhan
fungsi kontrol lain 5.2. Mcmilikd  kemampuan merancang
dan dapat kebijakan kontrel lain di Kementerian
diterapkan di BUMN, GCG dan kepatuhan untulk |
Kementerian BUMN jangka  pendek, menengah, dan
untuk jangka panjang serta mengintegra-sikan
pendek, menengah, kebijakan lersebut  dengan  aspek
dan panjang kontral lzin untuk saling member
dampak pada tugas pokok dan fungsi
.z antar divisi Kementerian BUMN
2. | Komunikasi o Memiliki 5.1. Memiliki kemampuan menyusun
Publik kemampuan konsep metede komunikasi
Kementerian melakukan Kementerian BUMN melalui berbagai
BUMN pengembangan . macam media komunikasi publik
metode dan 2.2, Memiliki kemarnpuan menggunakan
teknikreknik : cara-cara kreatif schingga
komunikasi publik menciptakan opini publik vang positif
sehingga memiliki dan mevakinkan
kemampuan 5.3. Memiliki kemampuan menyusun
memengaruhi opini kerangla strategi komunikasi massa
publik sccara dengan mengintegrasikan kcbutuhan
meyvakinkan herbagai pemangku kepeatingan di
_ _ Kementerian BUMN
3. | Komunikasi S Memiliki 5.1, Memuiliki kemampuan menyusun
Invesior kemampuan konsep metode komunikasi
Kementcrian melakulkan Kementerian BUMN melalui berbagai
BUMN pengembangan macam media komunikasi investor
| metode dan 5.2. Memiliki kemnampuan menyusun
teknikteknik kerangka strategi komunikasi investor
komunikasi investor |5.3. Memiliki kemampuan memproyeksikan
keinginan investor atau calon invesler
berdasarkan analisis yang dapat
i dipertangpung-jawabkan
4. | Penelitian dan 5 Mengevaluast akhir |5.1. Menetapkan kebijakan pengelolaan
| Pengembanga atas hasil penelitian terkait penelitian dan pengembangan
n dan pengembuangan Korporasi/ BUMN yang terinlegrasi dan
Korporasi/BU Korporasi/BUMN memberikan dampalk terhadap proses
MN dan penclitian dan pengembangan terscbut
menyclaraskannya 5.2, Menyelaraskan dan mengarahkan
dengan kebijalan pembaharuan terkait kebijakan dan
dan regulasi regulasi yang dapat disesuaikan atas
hasil kesimpulan penelitian dan
pengembangan Korporasi/BUMN
5.3, Menjadi mijukan utama dalam

menerapkan pembaharuan kebijakan



-39-

kelompok jabalan JPT Pratama dan

adalah sebagai berikut:

a. JPT Pralama pada [ungsi portofolio

Koumpelensi | Level Deskripsi Indikator Kompetensi
i dan regulasi yang dihasilkan
| berdasarkan hasil penelibian dan
| - . pengembangan Korporasi/BLMN
5. ‘ Komunikasi 5 | Memiliki 5.1, Mengintegrasikan komunikasi
‘ Kclembagaan | kemampuan kelembagaan dengan teknolog
I mengembangkan dan/atau sistem 11'_1&)1'111:13._1 seningga
| bolp Tedelainibe proses k(_)_mun?ka&u dapat berjalan
; A secara otomatis dan akurat.
iomtinieast 5.2. Melaksanakan proses komunikasi
kelembagaan untuk kelembagaan yang bersifat rutin dan
menciplakan non-rutin.
otomatisasi 5.3. Menyusun framework dan SOP untuk
| informeasi memastikan kualitas komunikasi yvang
| konsisten dan akurat.
{5.4. Bersikap secara profesional dalem
- i konteks komunikasi kelembagaan.
6. Komunikasi 5 Menetapkan 5.1, Mengembankan metode komunikasi
Publik pengembangan via berbagai macam media (cetak,
terhadap metode elektronik, maupun verbal) secarz
dan teknik-teknik efelctif dan efisien serta terstundarisasi
komunikasi massa, |5.2. Memiliki kemampuan uniak
sehingga dapat mengembangkan penggunaan
memengaruhi opini multimedia dalam mengomunikasikan
publik secara halhal untuk menciptakan opini public
meyakinlan, 5.3. Merancang pengembangan strategi
komunikasi massa yvang dapat
mengintegrasikan kepentingan di
keseluruhan crganisasi dan anak
) perusahaan
7. | Tanggungjawa 5 Memiliki 5.1. Memiliki kemampuan untuk
b Sosial kemampuan menetapkan kehijakan CSK jangka
Korporasi/BU menetapkan pendek, menengah dan panjang yang
MN (Corporate TANCcAngan sejalan dengan tujuan perusahaan dan
Social kehijaltan CSR yang negara
Responsibility) tepat sasaran, 5.2. Mengintegrasikan kebijakan CSR antar
efisien, transparan, perusahsan untuk dapat menjangkau
dan tcrintegrasi masyarakat yang lebih luas dan dapat
dengan tujuan herkontribusi dalam peningkatan taraf
perusahaan dan hidup masyarakat
negara 5.3, Memiliki kemampozn untuk
menetapkan kebelakan untuk
menghindari penyvelewengan
- pelaksanaan CSR
3. Standar kompetensi teknis/bidang sebagaimana angka [, pada

fungsi-fungsi pengclolaan BUMN

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada [ungsi portololio mempunyai
tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemanlauan, analisis,

cvaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha BUMN pada

masing-masing bidang.
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|  Kompetensi Level DNeskripsi Indikator Kompetensi ]
1. | Perencanaan & 4 Memiliki 4.1. Memiliki pemahaman mengenai korelasi
Sinergi Lkemampuan kelas aset yang akan diinvestasilean
Porfoflio membual dalam portofolin, baik dalam sinergi
rencana maupun tidak
alokasi 4.2. Memiliki pengetabhuan mengenai variasi
investasi yang investasi pada setiap kelas aset guna
| optimal meningkalkan naminal imbal hasil dan
menurunkan risiko
4.3. Memililki kemampuian dalam
mengusulkan rencana alokasi investasi
berserta alternatiinya
4.4, Memutuskan rencana alokasi
berdasarkan data vang telah tervalidasi
melalui unit kerja internal maupun
~ eksternal .
2. | Ootimalisasi 4 Memiliki 4.1. Memberikan rekomendasi atas rencana
Bisnis kemampuan aksi korporasi dan alokasi portofolio
Korporasi/ BUM memberikan scbagal respons pengembangan hisnis
N arahun berdasarkan prioritas
rekomendasi  |4.2. Memberikan implementasi pilihan-
optimalisasi pililan aksi korporasi dan perubahan
bisnis alokasi portofolio
) 4.3. Menilai kesesuaian aksi korporasi dan
3. | Persetujuan 4 Memaliki 4.1. Memberikan arahan atas usulan alsi
Pemegang kemampuan karporasi dan alokasi portofolio
Saham memberikan  |4.2. Memastikan tingkat persetujuan atas
arahan usulan aksi korporasi dan porotofolio
rckomendasi  [1.3. Menimbang regulasi terkail agar tidak
alas aksi terjadi pelanggaran ketenivan
korporasi dan |4.4. Memasiikan tingkatl persetujuan
portofolio usulan aksi korporasi dan alokasi
) _ portofolio
4, | Restrukturisasi 4 Memailiki 4.1, Memiliki kemrampuan untuk
Korporasi/BUM kemampuan melakukan pembinaan BUMN atau
N memberilan korporasi dalam restrukturisasi
arahan 4.2.  Memiliki kemampuan untuk
rekomendasi memberikan rekomendasi strategis
strategis restrukiturisasi BUMN atau korporasi
resirukiurisa baik sebelum, saat dan setelah masa
si BUMN atau reslrulturisasi
korporasi 4.3, Memilild kemampuan untuk membuat
usulan arahan apabila proses
restrukturisasi BUMN atau lkorporasi
mengalami kegagalan
4.4.  Responsif terhadap perkembangan atau
isu stralegis yang terjadi di BUMN atau
korporasi dalam restrukturisasi
5. | Strategi Alchir 4 Memiliki 4.1, Memiliki kemampuan untux melakukan
Korporasi (Exit kemampuan pembinagan BUMN atau korporasi yang
Strategy) RN S o masih berada dalgm_da_n telah selesai
. masa strategi akhir {exit strateqgiy}
arahan B ; L e
. (4.2, Mcemiliki kemampuan unlux
rekomendasi memberikan rekomendasi strategis bagl
strategl akhir BUMN atau korporasi, baik scbelum, -
(exat strategy) saat dan setelah masa strategi alkhir
BUMN atan | {exit strateg)
korporasi :4.3 Memiliki ]-;emampua?ﬁ untuk membua_t .
| usulan arahan apabila proses strategt :
; akhir (exit sirategy) pada BUMN atau '
korporasi mengalami kegagalan
4.4. Responsif terhadap perkembangean alau

isu strategis yang ferjadi di BUMN ataun
korporasi dalam proses slralegi akhir
{exit strategi)
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6. | Manajemen | Memiliki !4. 1. Memiliki kemampuan untuk menyusun
Kinerja kemampuan | usulan perubahan struktur portoZolic
Portofolio memberi | dengan turut menimbang hasil

arahan untuk | pemeriksaan auditor intermal dan
menyeimbang ckternal serta badan pengawas atau
kan portofolio pemeriksa lainnva berupa laporan
korporasi pemeriksaan regulasi, kepaluhan,
alau BUMN penilaian BUMN, analisis hukum, dan
agar sesuai tata kelola perusahaan pada setiap
dengan BUMN dengan saham mayoritas
kebijakan dlaupurn minorilas
investasi 4.2, Memiliki kermmampuan dalam memberi
arahan kepada pelaksana investasi
terhadap perubahan portofolio dan
perbaikan atau penguatan laporan
keunangan
4.3. Berinisiatif untuk melakukan
pemeriksaan porlololio pada seliap
BUMN baik secara perindik maupun
_ secara mandiri
4.1. Berinisiatif untulk memetakan
perusahaan lain yvang dijadikan patokan
| kinerja portofolioc BUMN
(4.5, Memiliki kemampuan dalam
menghasgilkan usulan aksi korporasi
akibat peclanggaran investasi vang
dibuat atau akibat berubahnya kualitas
portofolio ) e

7. | Penilaian Memilili 4.1. Memiliki kemampuan dalam menilai
Portotolio kemampuan. kesesuaian penggunaan metade evaluasi
Korporasi menilal dan analisis atas penilaian {assesmend)

molode portololio yang akan dilakukan wnil
evaluasi dan kerja dan BUMN atau korporasi
anglisis vang  |4.2. Memiliki pemahaman mengenai kondisi
lepat dengan korporasi, BUMN, pemangku
memperhatlik kepentingan dan pemegang saham
an kondist untuk dapat menverap risiko yang
korporasi, dihasilkan dari struktur portofolio
BUMN, 4.3. Memiliki kemampuan untuk
pemangku mengidentifikast dan mengelompokkan
kepentingan portofelio BUMN atau korporasi
dan 4.4, Memilild kemampuan dalam
pemegang memberikan pertimbangan terhadap
sahem standar penilaian yang telah disusun
sebagai patolzan dalam evaluasi dan
analisis
4.5, Memiliki kemampuan untuk
mengusullan melode evaluasi dan
analisis dalam proses penilaian
fassesment) portofolio untuk unit kerja
dan BUMN atau korporasi yang
memerlhukan penyesuaian atau beharr
memiliki standar penilaien pada
perusahaan serumpun di dunia usaha
dengan kapasilas usaha vang relatil

) B sama”

R, | GCG dan Memiliki 4.1. Merancang konsep kerangka dan alur
Kepatuhan kemampuan pelaksanaan GCG dan kepatuhan
Korporasi merancang 4.2, Mengelola pencrapan kerangka dan alur

konsep GCG serta integrasi GCG dan kepatuhan

dan dalam organisasi

kepatihan 4.3, Melakukan sesialisasi budaya kehati-
hatian dalam kescluruhan proses bisnis
dalam organisasi .
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b. JPT Pralama pada fungsi korporat

1) Asisten Deputi yang menangani bidang hukum korporasi

Asisten deputi yang menangani bidang hukum korporasi adalah
asisten deputi yang mempunyai
penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pcelaksanaan

kebijakan, pemantauan,

bidang pengelolaan hukum BUMN.

Kompetensi

Level

Deskripsi

tugas menyelenggarakan

analisis, evaluasi, dan pelaporan di

Indikator Kempetensi

GCG dan
Kepatuhan
Kementerian
BUMN

q

Memiliki kemampuan 4.1,

merarcang konsep
GCG dan kepatuhan

Hukum
Operasional

4.2,

4.3,

Memiliki Xemampuar menyusus
konsep kerangka dan alur
pelaksanaan GCG dan
kepatuhan

Memiliki kemampuan mengelola
penerapan kerangka dan alur
serlg integrasi GCG dan
kepatuhan dalam organisasi
Kementerian BUMN
Mempromasikan budaya kehati-
hatian di scluruh proses bisnis
Eementerian BUMN

Memiliki kemampuan h.1. Memiliki kemampuan

memecahken masalah
hukum operasional
vang komplcks di
Kementerian BUMN

memberikan rekomendasi
penvelesaian atas kasus hukum
operasional Kermenleman BUMN
vang sedang dihadapi dengan
menjunjung linggl etika, moral,
dan hukum yang berlaku

.2, Memilild kemampuan

mempertimbangkan berbagai
kepentingan dalam memberikan |
opini hukum opecrasional

Hukum
Korporasi

I

Memiliki kermampuan
mengembangkan mutu
pelayanan dan
moenitoring pencerapan
kebijakan

4.1.

- ]

4.3.

4.4

Memiliki kemampuan menjaci
perwakilan dalam pengadilan
apabila dibutubhkan

Memiliki kemampuan
memberikan pembinaan terkait
permasalahan hulkkum bisnis bagi
subyek binaan

Memiliki kemampuan
menganalisis penerapan kaidah-
kaidah dan praktikpraktik GCG di
dalam tata kelola hisnis dan
perusahaan BUMN

Wewenang untulk mengawasi
pelalksanaan dan pembuatan
hukum korporasi

Hukum
Regulas

Melakukan finalisasi
draft
perundangundangan
dan memberikan data/
informasi terkait bahan
kajian pembuatan
kebijakan

4.1.

4.2,

&3

Memiliki kemampuan
menyediakan bahan pembuatan
kebyakan berdasarkan data/
informasi

Memililki kemampuan meclakukan
finalisasi dratt dokumen hukum
dan perundang-undangan
Memiliki kemampuan
memberikan pengarahan dan
bimbingan dalam melalukan
perumusan draft
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Kompetensi | Levol Deskripsi Indikator Kompetensgi
a. | Litizasi | 4 Memiliki kemeampuan 4.1. Memiliki pengetahuan dalam
Korporasi ‘ memberikan evaluasi memberikan strategi litigasi
| dan pengarahan terkait 4.9, Mcmﬂikli kemampuan mo.ni'i.oring
i lifieast bk evaliuasi dan pelaporan di bidang
. gasi hulkum N T
| litigasi peraturan
perundangundangan sesuai
dengan kebijakan tcknis yang
' telah ditetapkan
4.3, Wewenang unluk melakukan
mitigasi risiko o o et
6. | GCG dan 2 Memiliki kemampuan 4.1. Merancang konsep keranglka dan
Kepatuhan merancang konsep alur pelaksanaan GCG dan
Korporasi GCG dan kepatuhan | kepatuhan
4.2, Mengelola penerapan kerangka
[ dan alur serta integrasi GCG dan
I kepatuhan dalam organisasi
|4_3 Melakukan sosialisasi budaya
| kehati-hatian dalam
| keseluruhan proscs bisnis dalam
- S T ) O
‘. | Komunikasi 4 Memiliki kemampuan 54,1 Memiliki kemampuan untuk
Kelemhagaan menciplakan opini | mengevaluasi proses penilaian
antar kelembagaan opini kelembagzan
vang positif 4.2, Memiliki kemampuan untuk
mengukur pendapat lembags
lain tentang organisasi, dan
merancang rencana tindakan
| vang sesuai
2) Asisten Deputi yvang menangani bidang peraturan perundang-
undangan
Asisten deputi yang menangani bidang peraturan perundang-
undangan adalah asisten deputi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan  penyvusunan  kebijakan, koordinasi  dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-
undangan BUMN.
Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
1. Administrasi 4 Memiliki kemampuan  |1.1. Merekomendasikan
mengembangkan pengadministrasian berbasis
prosedur administrasi telenologl informasi
berbasis sistem 4.2. Memahami kebutuhan dasar
informasi yang kesekretariatan sebagai hahan
terintegrasi untuk pengembangan administrasi
E _ semua unit bisnis berbasis sistemn informeast |
E 2 GCG dan 4 Memiliki kemampuan 4.1, Memiliki kemampuan menyusun
Kepatuhan merancang konsep konscp kerangka dan alur
Kementerian GCG dan kepatuhan pelaksanaan GCG dan
BUMN | kepatithan
4.2. Mecemiliki kemampuan mengelola
penerapan keranglks dan alur
serta integrasi GCG dan
kepatuhan dalam organisasi
Kementerian BLUNMN
4.3. Mempromosikan budaya kehali-

hatian di seluruh proses bisnis
Kementerian BUMN
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Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompelensi
o Komunikasi 4 Memiliki kemampuan  |4.1, Memiliki pemahaman mengenai
Publik mengomunikasikan proses penilaian opini publik
Kementerian kehijakan organisasi 4.2, Memiliki kemampuan untuk
BUMN ke pihalk luar melalui mengukur pendapat masyarakat
pernyvataanpernyataan tentang organisasi, den
di media massa merancang rencana tindakan
| dengan baik untul yang sesuai
menciptakan opini 4.3. Menunjukkan sikap teladan
publik vang positif sebagal pihak yang
terhadap cilra bersinggungan langsung dengan
pegawali. publik
| 4. Komunikast 4 Memiliki kemampuan (4.1, Memiliki kemampuan membece
Tnterral untuk merancang data untuk disampaikan secara
Kementerian kerangka komunikasi efektif dan efisien di internal
BUMN internal Kementerian BUMN
4.2, Memiliki kemampuan
menganalisis cleklivilas dan
' efisiensi komunikasi internal
dan melakukan penyempurnaan
herdasarlan hasil analisis
tersebut
4.3, Memilild kemampuan
merancang konsep meiode
komunikasi internal dengan
menyesuaikan komunileasi
[ormnal atan Kepala Birokralis
dengan kemunikasi informal
L, TTukum Memiliki kemeampuan (4.1, Memiliki kemampuan
Operasional memecahkan masalah memberikan rekomendasi
hukum operasional penvelcsalan atas kasus hukum
. N i operasional Kementerian BUVIN
vang kompleks di . .
i : : vang sedang dihadapi dengan
Kementerian BUMN menjunjung tinggi etika, moral,
dan hukum vang berlakua
F.2. Memiliki kemampuan
mempertimbangkan berbagal
kepentingan dalam memberikan
. opini hukum operasional
6. IHukum 4 Memiliki kemampuan 4.1, Memilikl kemampuan menjadi
Korporasi mengembangkan perwalkilan dalam pengadilan
mulll pelayanan dan apabila dibutuhkan
| monitoring pencrapan |4.2. Memiliki kemampuan
| kebijakan memberikan pembinaan terkail
permasalahan hukum bisnis bagi
subyek bingen
4.3, Memiliki kermampuan
menganalisis penerapan kaidah-
laidah dan praltilepralstilc GCG
di dalam tata kelola hisnis dan
perusahaan BUMN
4.4, Wewenang untuk mengawasi
pelaksanaan dan pembustan
) _ hukum korporasi
122 Fhukum 4 Melakukan finalisasi 4.1. Memiliki kemampuan
Regulasi draft menyediakan bahan pembuatan
perundangundangan kebijakan berdasarkan data/
dan memberikan informasi
| data/ informasi terkail | 4.2, Memiliki kemampuan melakulkan
i hahan kajian finalisasi drafl dokumen hukum
, pembuatan kebijakan dan perundang-undangan
' _ 4 3. Memiliki kemampuan
‘ memberikan pengarahan dan
bimbingan dalam mclakuken
perumusan draft
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Kompetensi | Level Deskripsi | Indikator Komperensi
a. Litigasi | 4 Memiliki kemampuan i4. 1. Memiliki pengetahuan dalam
Keorporasi meroberikan cvaluasi | memberikan strategi litigasi
dan pengarahar 4.2, Mcmiliki kemampuan monitoring
lerkail litigast hnkum evaluasi dan pelaporan di hidang
litigasi peraturan
perundangundangan sesual
dengan kebijakan teknis yang
lelab ditetapkan
4.3. Wewenang untik melakulkan
by mitigasi Tisiko
a. GCG dan 4 Memiliki kemampuan | 4. 1. Mcrancang konscp kerangka
Eepatuhan merancang konsep dan alur pelaksanaan GCG dan
Korporasi GCG dan kepatuhan | .k.epa.tuha.n
(4.2, Mengelola pererapan kerangka
' dan alur serta integrasi GCG
dan kepatizhan dalam organisasi
4.3. Melakukan sosialisasi budaya
kehatl-hatan dalum
keseluruhan proses bisnis dalam
_ B orgunisasi
10. | Komunikasi 4 Memiliki kemampuan (4.1, Memiliki kemampuan untuk
Kelembagaan menciptakan opini mengevaluasi proses penilaian
antar kelembagaan opini xelembagaan
e 4.2, Memiliki kemampuan uniuk
yang positif :
mengukur pendapat lembaga
lain tentang organisasi, dan
merancang rencana tindakan
vang sesuai
3) Asisten Deputi yang menangani bidang manajemen sumber daya
manusia BUMN
Asisten deputi yang menangani bidang manajemen sumber daya
manusia BUMN adalah asisien depuld yang mempunyal tugas
menvelenggarakan penyvusunan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi peclaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pclaporan manajemen sumber daya manusia
BUMN.
Kompetensi Level Deskripsi | Indikator Kompetensi
1. Manajemen 4 Memiliki 4.1, Memiliki kemampuan untuk
Kinerja kemampuan menyimpulkan sumber daya yang
Korporasi mengevaluasi mernilili penilaian di bawah standar
kapasitas dan 4.2. Membual laporan identifikasi antara
kapabilitas keseimbangan sumber dava vang
sumber dava perlu ditingkatkan seperti nammun
kuorporast tidak terbatas pada sumber
keuangan, kompcetensl scerta sarana
dan prasarana dengan strategi
korporasi
4.3. Mengusulkan pembobotan ulang
_ ) - slralegi korporasi vang ada saat ini
X GCG dan B Memiliki 4.1. Merancang konscp kerangka dan
Kepatuhan kcmampuan alur pelaksanaan GCG dan
Korporasi merancang kepatuhan
konsep GCG dan 4.2, Mengelola penerapan kerangka dan
kepafiihan alur serta intcgrasi GCG dan
[ kepatuhan dalam organisasi
4.3. Melakukan sosialisasi budaya
kehati-hatian dalam keseluruhan
proses bisnis dalam organisasi
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| Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
EL Strategi 4 Mermiliki 4.1. Melalkukan evaluasi dan menctukan
Pengelolaan kemampuan prioritas data berdasarkan
Modal Manusia melakukan signifikansinya terhadap
| Korporasi/ BUM evaluasi dan implementasi manajermen SDM
% N memberikan strategis
rekomendasi 4.2, Mclakukancvaluzsi dan
| berdasarkan memherikan masukan untuk
' data pecngembangan framework dan
program manajemen SDM strategis
4.3. Mclakukan supcrvisi terhadap
penerapan manajerern SHAM
strategis
1.4, Mengembangkan pola pikir strategis
dalam pengelolaan SDM dengan
menggunakan berbagal referensi
4. Pengembangan 3 Memiliki 4.1, Memiliki kemampuan
Organisasi kemampuan melaksanakan proses intervensi
melalulkan organisasi vang ditujukan untuk
evaluasi pengembangan organisasi secara
terhadap proses efelztif
intervensi 1.2, Memiliki kemampuan mevalkinkan
organisasi dan dan mengajak scmua pihak vang
moembangun ' Lerlibal dalam proses perubahszann
stabilitas kandisi organisasi
organisasi dalam 4.3, Memiliki kemampuan mengevaluasi
jangka panjang | implikasi dari prosedur yang
digunakean dalam pengembangan
organisasi
4.4, Memiliki kemampusn untulk
. mengevauasi dan menilai hasil
| _ B pengembangan organisasi
5 Komunikasi 4 Memiliki 4.1, Memiliki kemampuan urtuk
Kelembagaan kemampuan mengevaluasi proses penilaian apini
menciptakan kelembagaan _
opini antar 4.2. Memiliki kemampuan untuk .
mengukur pendapat lembaga lain
Isple mbaga‘m tentang organisasi, dan merancang
yang positif rencana tindakan yang sesual
6. | BEomunikasi 4 Memuiliki 4.1. Memilili kemampuan menganalisis
i Internal kemampuan kebutuhan internal perusahann
Korporasi membina secara dan merancang tindakan lanjutan
konsisten dan 4.2, Memiliki kemampuan uniuk
tcrns mencrusg mengidentifikasi masalah
suasana yang komunikasi internal korporagi dan
kondusif di solusi untuk menindaklanjutinya
dalam internal 4.3. Menginterpretasikan data untuk
| perusahaan dikomunikasikan secara efektif dan
efisien
4.4. Melakukan analisis efektivitas dan

efisiensi komunikasi internal dan
melakukan penyempurnaan
dan/atau perbaikan

4) Asisten Deput yvang menangani bidang tanggung jawab sosial
dan lingkungan perusahaan

Asisten depul yang menangani bidang tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan adalah asisten deputi vang mempunyai
Lugas pernyyusunan kebij akan, koordinasi pelaksanaan kebijakar,

pemantauarn,
sosial dan lingkungan BUMN.

analisis,

evaluasi,

engelolaan tangegung jawab
| o b T s a
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| Kompetensi | Level | Deskripsi Indikator Kompetensi

1. [ Penelitian dan 4 Mengevaluasi 4.1. Mengevaluasi laporan penelitian dan

Pengembangan atas kesiumpulan pengembangan Korporasi/BUMN
Korporasi/ dan rckomendasi |4.2. Memberikan penilaian atas
BUMN hasil penelitian rekomendasi yang dihasilkan
dan berdasarkan  hasil  penelivan dan

| pengembangan pengembangan Korporasi/BUMN
Korpotasi/BUMN |4.3. Menyelaraskan kompleksitas hasil
penelitian dan pengembangan untuk
memenuhi wjuan  pengembangan
aspek bisnis Korporasi/BUMN vang

__ dibutuhkan "
2. | Komunikasi 4 Mermiliki 4.1, Memiliki xemampuan untuk
Kelembagaan kemampuan mengevaluasi proses penilaion opini
menciptakan kelembagaan
s e 4.2, Memiliki kemampuan untuk
apim antar : y
mengukur pendapat lembaga lain
kclcmbaga‘a‘_n tentang orguanisasi, dan merancang
yang positit rencana lindakan yang sesuai

3. | Komunikasi 4 Memiliki 4.1, Memiliki pemahaman mengenai

Publik kemarmpuan proscs penilaian opini publik
! mengomunikasik 4.2 Memililka kemmampuan untulk
an kebijalkan | mengukiur pendapat masyarakal
_ organisasi ke tentang organisasi, dan merancang
' | pihak luar rencana tindakan yang sesuai
melalzi 4.3. Menunjukkan sikap teladan sebagal
pernyataanperay pihak vang bersinggungan langsung
ataan di media dengan publik
massa dengan
baik untuk
menciptakan
opini publik yang
pasitif terhadap
citra pegawai.

4 Komunikasi 4 Memiliki 4.1. Memiliki kemampuan menganalisis
Internal Hemamplian kebutuhan internal perusahaan dan
Korporasi membina secara merancang tindakan lanjutan

konsisten dan 4.2, Memiliki kemampuan untuk
CIrns menerus mengidentifikasi masalah
suasana vang komunikeasi internal korporasi dan
! kondusif di solusi untuk menindaklanjutinya
dalam internal 4.3. Menginterpretasikan dala untuk
perusahaan dikomunikasikan secara efektif dan
efisien
4.4, Melakukan analisis efektivilas dan
' efisiensi komunikasi internal dan
melakukan penyempurnaan
dan/atau perbaikan

5. | Tanggungjawab 4 Memilik 4.1. Melakukan analisis dan cvaluasi
Sosial kemampuan proses pelaksanzan CSIR serta
Korporasi/BUM | Evaluasi memherikan rekomendasi
N (Corporate tindakan CSKE penvempurnaan dan perbaikan
Soctal | vang tepat bagi 4.2, Memiliki kemampuan untuk analisis

| Responsibility) perusalaan dan mengidentifikasi celah
penvelewengan pelaksanaan CSR
4.3. Melakukan penilaian verifikasi

laporan keuangan CER’

5) Asisten Deputl vang menangani bidang pengembagan

teknologi dan informasi

Asisten

deputi

vang mao nangani

riset

¥

bidang pengembagan riset,

teknologi dan informasi adalah asisten depuli vang mempunyai
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tugas menyclenggarakan penyvusunan kebij akan, koordinasi dan
sinkronisasi  pelaksanaan kebijakan, pcmantauan, analisis,
cvaluasi, dan pelaporan di bidang leknologi dan informasi BUMN.

_ Kompetensi I Level Deskripsi Indikator Kompetensi
1. Penelitiandan | 4 Mengevaluasi 4.1. Mengevaluas! laporan penclitian dan |
Pengembangan atas kesimpulan pengembangan Korporasi/ BUMN i
Korporasi/ 5 dan 4.2. Memberikan penilaiar: alus
BUMN rekomendeasi rckomendasi vang dihasilkan
hasil penelitian berdasarkan  hasil penelitian  dan
dan pengembangan Korporasi/ BUMN
pengembangan 4.3. Menyelaraskan kompleksilas hesil
Korporasi/ BUM penelitian dan pengembangan untuk
N memenuhi  byjuan  pengembangan
aspek bisnis korporasi/ BUMN vang
dibutuhkan _
2. | Strategi 4 Mermilili 4.1. Mengintegrasikan perkembangan
' Pembangunan kemampuan | trend teknologl global dengan sistem
Teknologi MEerancang tcknologl informasi vang sudah
Informasi | | kerangka berjalan dalam organisasi
Korporasi/ kchutuhan 4.2, Mengelola transisi perubahan sistem
BUMN sistem telenologi teknologi informasi vang diterapkan
| informasi jangka saat ini dengan sister teknologi
pendele, informasi yang dikembangkan
mencngah, dan 4.3. Memiliki inisatif untuk
panjang mengembangkan pengetehuan
terkait best praciice pencrapan
| sistem teknologi informasi”
3. Komunikasi [ i Memiliki 1.1, Memiliki kemampuan untuk
Kelembagaan Kemampuar mengevaluasi proses penilaizn opini
menciptakan keclembagaan
| oplni antar 4.2, Memiliki kemampuan untulk
kelemhagaan mengukur pendapat lembaga lain
yang positif tentang organisasi, dan merancang
rencana tindalan yang sesuai
4. | Kemunikasi 4 Memililki 4.1. Memiliki kemampuan menganalisis
Internal kemampuan kebutuhan inlernal perusahaan dan
Korporasi memhbina sccara merancang tindakan lanjulan |
konsisten dan 4.2, Memiliki kemampuan untuk '
terns menerus mengidentifikasi masalah
suasana vang komunikasi internal korporasi dan
kondusif di salusi untuk menindaklanjulinya
dalam internal 4.3. Menginterpretasikan data untuk
perusahaan dikaomunikasikan secara efextif dan
' cfisien
| 4.4. Melakulkan analisis efektivitas dan
efisiensi komunikasi internal dan
| melakukan penyempurngan
| B dan/atau perbaikan

6) Asislen Deputi yang menangani bidang keuangan dan investasi

Asisten deputi yang menangani bidang bidang keuangan dan
imvestast  adalah  asisten  deputi yang mempunvai  tugas
menyelengearakan  penyusunan  kebijakan, koordinasi  dan
sinkronisasi pclaksanaan kebij akan, pemantauan, analisis,
evaluasi, pelaporan, dan pengawasan di bidang keuangan dan
investasi BUMN.
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E Kompelensi Level | Deskripsi Indikator Kompeiensi |
1, Strategl 4 Mengevaluasi !4.1. Menyelaraskan data vang tertuang
korporasi & rencana strategi, dalam rencana sirategl, rencana
Porlololio | rencana kerja kerja dan anggaran  lahunan
| dan perencanaan korporasi yang terhimpun dari
HILERATUIL berbagail unit kerja dan BUMN
tahunan 4.2. Mengevaluasi hasil penyusunan
korporast dengan rencana strategi, rencana kerja dan |
kebijakan dan ATIZEATAL tahunan korporasi
regulasi beserta perubahannya agar sesuai
demgan kebijakan dan regulasi
4.3. Memberikan tindak lanjut terhadap i
. relkomendasi perubahan atau revis
i rencana strategi, rercana kerja dan
anggaran  whanan korporasi bila
. tidak sesual dengan kcbhijakan dan
| regulasi
2 Pengembangan 4 Mampu 4.1. Melakukan evaluasi terhadap hasil
Bisnis mengevaluast analisis studi kelayakan
Korperasi/ BUM rancangan pengembangar bisnis
N strateg’ 4.2. Memberizan penilaian terhadap
| pengernbangan reckomendasi ide /konscp vang
bisnis berorientasi pada pengembangan
Korporasi/ BUMN bisnis Korporasi/ BUMN
| 1.3. Mampu mengarahkan penentuan
lembaga mandiri eksternal untuk
mendukung pengambilan data,
taksasi nilai aset dan perhitungan
dalam proses studi kelayakan
maupun pengembangan bisnis
sebagal acuan dalam evaluas:
Korporasi/BUMN
4.4, Mampu memecahkan masalah
| kompleks yang muncul
berdasarkan hasil analisis studi
B kelayakan
3. Penelitian dan 4 Mengevaluasi 4.1. Mengevaluasi laporan penelitian
Pengembangan atas kesimpulan dan pengembangan
Korporasi/ BUM dan rekomendasi Korperasi/BUNMN
N nasil penelitian i4_f. Memberikan penilaian atas
dan rekomendasi yang dihasilkan
nengembangan berdasarikan hasil nenelitian dan
Korporasi/ BUMN pengembangan Korporasi/BUMN
4.3. Menyelaraskan komplelsitas hasil
nenelitian dan pengembangan
untuk memenuhi tujuan
pengembangan aspek bisnis
o ~ Korporasi/BUMN vang dibutuhkan
4. Stratesi | 4 Mengevaluasi 4.1. Mampu memberikan pertimbangan
Pendanaan | usulan strategi dan penilaian atas proyeksi
pendanaan pendanaan yang telah dibuat
dengan menjaga 4.2, Melalkukan penilaian atau
likuiditas perhitungan atas tingkal likuidasi
korporasi Korporasi/BUMN
4.3. Mcengarahkan penggunzan
| pendanaan secara selekti?
konsisten dan {epal wakiu scesual
dengan rencana penggunaan dana
B | vang telah ditetapkan
a: Penggalangan 4 Memiliki 4.1. Mengzrahksn koordinasi seluruh
Dana & Investasi kemampuan pihak terkait, baik vang berasal
mengevaluasi dari dalam maupun luar
aktivitas Korporasi/BUMN, untuk
penggalangan kelancaran aktivitas penggalangan
dana dan dana dan inveslasi
| inveslasi 4.2, Memberikan arahan mengenai
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| Kompetensi Level Deskripsi _ Indikator Kompetensi
| Korporasi/BUMN penjamin emisi
: dengan otoritas 41.3. Mengevaluasi alctivitas
keuangan, penggalangan dana agar sesuai
: BUMN, dengan kebijakan, regulasi dan
pemangku analisis pasar keuangan
kepentingan dan (4.4, Menyempurnakan perbaikan proscs
penjamin emisi publikasi kinerja Korporasi/BUMN
untuk pemanglu kepentingan,
inveslor atau kredilur

4.5. Memastikan dan memecahkan
masalah kompleks ferkait aktivitas
penggalangan dana atau investasi
yang berpotensi tidak sesuai

) dengan kebijakan dan regulasi”
Persetijuan 4 Memiliki 4.1. Memberixan evaluasi atas usulan
Pemegang kemampuan aksi korporast dan alokasi
Saham memberilan portofolio
N - 4.2. Memastikan tingkat persetujuan
evaluasi : . :
" atas usulan aksl korporasi dan
.T't:k(;:'rr]t‘:ﬂt]&lﬁ[ t::ltﬂs porotofolio
aksi korporasi 4.3. Menimbang regulasi terkait agar
dan portofolic tidak terjadi pelanggaran
ketentuan

4.4, Memastikan tingkat persetujuan

usulan aksi korporasi dan alokasi
o protofolio”
Restrukturisasi 4 Memiliki 4.1. Memiliki kemampuan untuk
Korporasi/BUM kemampuan melakulkan pembinaan BUMN atau
N memberikan korporasi dalam restrukturisasi
arahan 4.2, Memiliki kemampuan untuk
rekomendasi memberikan rekomendasi strategis
siralegis resiruldurnisasit BUMN atau
restrukturisasi korporas! baik sebelum, saat dan
BUMN atau selelah masa restrukturisasi
korporasi 4.3. Memiliki kemampuan untuk
membual usulan arahan apabila
proses restrukturisasi BUMN atan
korporasi mengalami kegagalan

4.4. Responsif terhadap perkembangan
alau 1su strategis vang terjadi di
BUMN atau korporasi dalam
restruklunsast S —

Stretegi Akhir 4 Merniliki 4.1, Memiliki kemampuan untuk
Korporasi (Ixit kemampuan melakukan pembinaan BUMN alau
Strategy) memberikan korporasi yang masih beracda dalam
arahan dan tclah sclesal masa girateg!
rekomendas] akhir {exit strategy)
strategi akhir 4.2. Mermiliki kemampuan untuk
(exai straiegy) memberikan rekomendasi strategis
BUMN atau bagi BUMN atau korporasi, baik
korporasi sebelum, saat dan setelah masa
‘sirale gl ekhir (exaf sirategy)

4.3. Memiliki kemampuan untuk
membual usulan arahan apabila
proses strategi akhir (exdt strategy)
pada BUMN atau xorporasi
rengalami kegagalan

4.4, Responsit terhadap perkembangan
atau isu strategis vang terjadi di
BUMN atau korperasi dalam proses |

] strategl akhir fexit strategy) |
Manajemen 4 Memiliki 4,1, Memiliki kemampuan untiuk
Kinerja kemarnpuian menyimmillzan sitmber daya yvang
Korporasi mengevaluasi memiliki penilaian di bawah




namun tidak terbatas pada sumber

Kompetensi | Level Deskripsi Indikator Kompetensi
kapasitas dan gtandar
kapabilitas .2, Membuat laporan identifikasi
| sumber daya ! antara keseimbangan sumber dava
korporasi yang perlu dilingkalkan seperli
|

keuangan, kompetensi serta sarana
dan prasarana dengan sirategl
korporasi
4.3, Mengusulkan pembobotan ulang
_strategi korporasi yang ada saat ini

10.  Komunikasi 4 Merriliki ' 4.1 Mergetahul berbagal kxesempatan
| Investor kemnampuan yang hisa digunakan schuagai
| Kornorasi mengormunikasik . w.ada.h‘ I-clr)m'lm“[kah‘.i investor
2 4.2, Memiliki kemampuan
an kebijakan : ; .
S menunjulkan sikap telacdan
Kementerian aae : 1 :
_ sebagal pihal vang bersinggungan
| BUMN kepada langsunrg dengan investor maupun
invesior atau calon investor
calon investor 4.3. Memiliki kemampuan mencipta<an
| citra positif Kementerian BUMN
_ | melalui permyataan-pernyataan
| vang baik dan tepat
7) Asisten Deputi yang menangani bidang manajemen risiko dan
kepatuhan
Asisten deputi vang menangani bidang manajemen risiko dan
kepatuhan  adalah  asisten deputi yvang mempunyvai tugas
menvelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi, pemanlauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan
pengawasan di bidang manajemen risiko, pengawasan atas
kinerja dan administratif dengan tujuan tertenty, dan
restrukturisasi BUMN.
Kompetensi Level Deskripsi ) Indikator Kompelens
1 Strategi 4 Mengevaluasi 4.1. Menyelaraskan dala yang tertuang
korporasi & rencang strategi, dalam rencana siralegl, rencana
Porialolio rencana kerja kerja  dan anggaran  tahunan
dan perencanaan korporasi  vang terhimpun  dan
anggaran berbagai unit kerja dan BUMN
tahiinan 4.2, Mengevaluasi  hasil  penyusunan
lkorporasi dengan rencana sirategi, rencana kerja dan
i kebijakan dan anggaran tahunan korporasi
regulasi beserta perubahannya agar sesuai
dengan kebijakan dan regulasi |
4.3, Memberikan tindak lanjul terhadap
rekomendasi perubahan ataw revis
rencana strategi, reneana kerja dan
anggaran tahunan korporasi hbila
Lidak sesual dengan kebijakan dan
regulasi - .
2. l'engembangan 4 Mampu 4.1. Melakukan evaluasi terhadap hasil
Tisnis i mengevaluasi analisis studi kelayvalan
Korporasi/ rancangan pengembangan hisnis
BUMN strategl 4.2, Memberikan penilaian terhadap
| pengembangan rekomendasi ide/konsep vang
‘ hisnis berorisntasi pada pengembangan
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Kom petehéi

Level
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Deékrﬁpsi

Korporasi/ BUMN

4.4,

bisnis Korporasi/ BUMN

Mampu mengarahkan penentuan
lembaga mandirnl eksternal untulk
mendukung pengambhilan data,
taksasi nilai aset dan perhitungan
dalam proses studi kelavakan
maupun pengembangan bisnis
sebagal acuan dalam cvaluasi
Korporasi/BUMN

Mampu memcecahkan masalak
kompleks yang muneul
berdasarkan hasil analisis studi
kelayakan "

Penclitian dan
Pengembangan
Korporasi/BUM
x

Mengevaluasi
atas kesimpulan
dan rekomendasi
hasil penelitian
dan
pengembangan
Korporasi/BUMN

4.1.

A

4.3.

3|

Resirukiurisasi
Kerporasi/BUM
N

Slralegl Akhir

| Korporasi (Fxif

Strategy)

Manajemen
Kinerja

Korporasi

1

4

Memiliki
kemampuan
memberizan
arahan
rekomendasi
slrategls
restrukiurisast
BUMN atau
korporasi

4.1,

1.3,

4.4,

Mengevaluasi laporan perelitian
dan pengembarngan

Korporasi/ BUMN

Memberikan penilaian atas
rekomendasi yang dihasilkan
berdasarkan hasil penelitian dan
pengembangan Korporasi/ BUMN
Menyelaraskan kompleksiias basil
penelitian dan pengembangan
untuk memenahi tujuen
pengembangan aspck bisnis
Korporasi/BUMN vang dibutuhkan
i

Memiliki kemampuan untuk
melakukan pembinaan BUMN atau
korporasi dalam restrukturisasi
Memiliki kerpampuan untuk
memberikan rekomendasi strategis
restrukturisasi BUMN atau
korporasi baik sebelum, saat dan
setelah masa restrukturisasi
Memiliki kernampuan untuk
membuat usulan arahan apabila
proscs restrukturisasi BUMN atau
korporasi mengalami kegagalan
Kcsponsif terhadap perkembangzn
atail 1su strategis vang terjadi di
BUMN atau korporasi dalam
restrukturisasi”

Memniliki
kemampuanr
memberikan
arzhan
rekomendasi
strategi akhir fexit
strategy) BUNMN
atau korporasi

Memilildi
kemampuan

4.1,

4.3,

4.4.

Memiliki kemampuan untuk
melakukan pembinaan BUMN atau
korporasi yang masih berada dalam
dan telal selesal masa strategi
akhir (exit strategiy}

Memiliki kemampuan unluk
memberikan rekomendasi strategis
bagi BUMN atau korporasi, baik
schelum, saat dan selelah masa
strateg akhir (exit strategy)

Memililzi kemampuan untulke
membuat usulan arahan apabila
proses slrategi akhir fexit strategy)
pada BUMN atau korporasi
mengalami kegagalan

Responsif terhadap perkembangan
atau isu strategis vang terjadi di
BUMN atau korporasi dalam proses
strategi akhir fexit strateqgyj

Memililki kemampuan untuk
menyimpulkan stimber daya yang
memiliki penilaian di bawzh

| mengevaluasi
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Indikator Komnpelensi

Membuat laporan identifikasi
antara keseimbangan sumber davs
vang perlu ditingkatkan seperti
namun tidak terbatas pada sumber
keuangan, kompetensi serta sarana
dan prasarana dengzn strategi

Mengusulkan pembobolan ulang

strategi korporasi vang ada saat ini |

Melakukan pengerdalian
pelaksanaan program manajemen
risiko dan memberikan
rekomendasi terhadap program
manajemen risiko.
Menvelaraskan daftar risiko dari

Mengimplementasilkan Inudaya
sadar risiko dalam setiap kegiatan
dan/atau provek yang

Mengevaluasi kebijakan manajemen
risiko berdasarkan aspek
kuantitatil dan kualilatif"

Merancang konsep kerangka dan
alur pelaksanaan GCG dan

Mengelola penerzpan kerangka dan
alur serta inlegrasi GCG dan
kepatukan dalam organisasi

Kompetensi Level Desleripsi
kapasilas dan standar
kapabilitas (1.2,
, | sumber dava '
korporasi
korporasi
4.3.
Manajemen 4 Memilila 4.1.
Risiko kemnarmpuan
Korporasi memberikan
rekomendasi
terkait
manajemen risiko |4.2.
berbagai industri
4.3
dilaksanakan
4.4
GCG dan & Memiliki 4.1
Kepatuhan kemampuan
Korporasi TNETANCATIE kepatuhan
konsep GOG dan [4.2,
kepatuban
4.3.

Melakuken sosialisasi budaya
kehati-hatian dalam kescluruhan
proses bisnis dalarn organisasi N

¢. JPT Pratama pada fungsi enabler

1) Kepala Biro yang mcnangani bidang perencanaan, organisasi dan
kepegawaian
Kepala Biro vang menangani bidang perencanaan, organisasi,
dan kepegawaian adalah Kepala Biro yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, prograri,
anggaran, pemantauan dan evaluasi atas  pengelolaan
manajemen kinerja, koordinasi program reformasi Kepala
Birokrasi, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian Kementerian BUMN.
Kompetensi  Level | Deskripsi Indikator 'Kompetensi B
| Anggaran 4 Memiliki 4.1, Memililki kemampuan merancang
kemampuan pengembarigan prosedur |
unfuk | penganggaran
mengembanglkan, (4.2. Mengupayakan penverapan dan
merevisi dan efelctifitas anggarasi SECATH
melaxukan maksimal 4.3, Memantau kemajuan |
perbaikan pembuatan dan realisasi anggaran |
‘prosedur sistem
| anggaran =




i

Kompetensi Level Deskripsi ‘ _ Indixator Kompelensi
2. GCG dan 4 Merniliki 4.1, Memiliki kemampuan menyusun
Kepatuhan kemampuan konsep kerangka dan alur
Kementerian [IErarICHILg pelaksanaan GCG dan kepafithan
BUMN konsep GCG dan [4.2. Memiliki kemampuan mengelolia
kepatuhan pencrapan kerangka dan alur serta
integrasi GCG dan kepatuban
dalam organisasi Kementerian
BUMN
4.3. Mempromosikan budaya kehati-
hatian di seluruhl proses bisnis
- Kementerian BUMN !
3. Komunikasi 4 Memiliki 4.1. Memiliki kemampuan membaca data
Isternal | kemampuan untuk disampaikan secara efektil’ |
Kementerian untuk merancangs dan cfisien di internal Kementerian
BUMN kerangka BUMN
lamunikasi 4.2, Memiliki kemnampuan menganalisis
internal efektivitas dan efisiensi komunikasi
internal dan melakukan
penyvempurnaan berdasarkan hasil
analisis lerschut
4.3. Memiliki kemampuan merancang
konsep metode komunikasi internal
dengan mernvesuaikan komunikasi
formal atau Kepala Birokralis
dengan komunikasi informal
4. SDM 4 Memiliki 4.1. Ditunjuk sebagal narasumhber
Operasional kemampuan, dalam penyelesaian isu kompleks
menyclesaikan dalam proses pelaksznasn SDM
fdan operasional
menindaklanjuti
masalah
kompleks yang
terjadi dalam
SDM operasional B B
2, Strategi 5 Memiliki 4.1, Mclakukan evaluasi dan menetukan
Pengelolaan | kemampuan prioritas data berdasarkan
| Modal Manusia felakalsi ?.1' gnifixansinya terhadap
Korporasi/ SRR 1mp1&11}entam mandjemeaern SHDM
BUMN . strategis
Ferab crlkan_ 4.2. Melakukanevaluasi dun
rckomendasi memberikan masukan untuk
berdasarkan dala pengembangan [ramework dun
program manajemen SDM strategis
4.3. Melakukan supervisi terhadap
penerapan manajemen SDM
strategis
4.4, Mengembangkan pola pikir stralegis
dalam pengelolaan SDM dengan
A e menggunakan berbagai referensi
G, Pengembangan 4 Memilili 4.1. Memiliki kernampuan
Organisasi kemampuan melaksanakan proses intervensi
melakukan organisasi vang ditujukan untuk
evaluasi lerhadap pengembangan organisasi secara
proses intervensi efektifl
organisasl dan 4.2, Memiliki kemampuan mevakinkan
mcmbangun dan mengajals semua pihak yang
stabilitas kondisi terlibat dalam proses perubahaann
organisasi dalam organisasi
jangka panjang 4.3, Memiliki xemampuan mengevaltuas
implkasi dari prosedur yang
( digunakan dalam pengembangan
organisasi
4.4, Memiliki kemampuan untul

mengevalizagsl dan menilai hasil
pengernbangan organisasl
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Kampetensi Level Deskripsi | Indikator Kompetensi
i Komunikasi 4 Memiliki 4.1. Memiliki kemampusn untuk
Kelembeagaun kemampuan mengevallasi proses penilaian opini
menciptakan kelembagaan
opini antar 4.2, Memiliki kemampuan untuk
kelembagaan mengulur pendapat lembaga lain |
yvang positif E tentang organisasi, dan merancang |
| rencana tindakan yang sesuai
2) Kepala Biro yang menangani bidang hubungan masyarakat dan
[asilitasi dukungan strategls
Kepala Biro yang menangani bidang hubungan masyarakal darn
fasilitasi dukungan strategis adalah Kepala Biro yang mempunyai
tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan
atas pelaksanaan dan pengelolaan program, kegiatan, data dan
informasi, dan dukungan administratif Menteri dan Wakil
Menteri, serta pengelolaan hukum internal dan hubungan
masyvarakat.
Kompetensi ! Level Neskripsi o= Indikator Kompetensi
1 Administrasi 4 Memiliki 4.1. Merekomendasikan
kemampuan pengadministrasian berbasis
mengembangkan tcknologl informast
prosedur |i.'?., Memahami kebutuhan dasar
administrasi kesckretariatan scbagal bahan
berbasis sistem pengembangan administrasi berbasis
informasi yang sistemn inlormasi
terintegrasi untul
semua unit bisnis e
2. GCG dan 4 Memiliki 4.1, Memiliki kemampuan menyusun
Kepaluhian kemampuan konsep kerangla dan alur
Kernenterian merancang konsep pelaksanaan GCG dan kepatuhan
BUMN GCG dan 4.2, Memiliki kemampuan mengelola
kepatuhan penerapan kerangka dan alur serta
integrasi GCG dan kepaluhan dalam
| organisasi Kementerian BUMN
[ 4.3. Mempromosikan budayva kehatl:
hatizan di seluruh proses bisnis
i . ) Kementerian EUMN
3 Komunikasi 4 Memiliki 4.1. Memiliki pemahaman mengenal
Publik kemampuan proses penilaian opini publik
Kementerian mengomunikasikan |[4.2. Memiliki kemampuan untuk
BUMN kebijakan mengukur pendapat masyarakat
organisasi ke pihak tentang organisasi, dan merancang
Tuar melalui rencana tindakan vang sesuai
pernyataanpernyal | 4.3, Menunjukkan sikap teladan sebapgai
: aan di media massa pihak yang bersinggungan langsung
| dengan baik untuk dengan publik
menciptakan opini
i publik yang positif
| terhadap citra
pogawal. - -
4. | Komunikasi | 4 Memiliki 4.1. Memiliki kemampuan membaca
Internal kemampuan untuk data untuk disampaikan secara
i crmerntlerian merancang cleklil dan efisien di internal
| BUMN keerangla Kementerian BUMN
5 komunikasi 4.2, Memiliki kemarnpuan menganalisis
internal cfektivitas dan efisiensi komunizasi
. ) ‘internal dan melalkulkan




3)

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
penvempurnaan herdasarkan hasil
analisis tersebut

4.3, Memiliki kemampuan merancang
konsep metode komunikasi internal
dengan menvesuaikan komunikasi
formal atau Kepala Birokratis dengan

komunilkasi informal
o5 llukum 4 Memiliki 4. 1. Memiliki kemampuan memberikan
Operasional kemampuan rekomendasi penyelesaian atas kasus |
merecsbizan hpﬂkum operasional K.erne_':Lte:na_'l
aralaty Fulerm HLMN yang s?:rJaITg d]hadapl dengan
- menjunjung tinggi ctika, moral, dan
GRELRSIONAL Farlg hukum vang berlakn
kompleks di 4.2. Memiliki kemampuan
Kementerian BUMN mempertimbangkan herbagai
kepentingan dalam memberikan opini
- hukum operasional -
6. Tukum 4 Mclakukan 4,1, Memiliki kemampuan menyediakan
Regulasi finalisasi draft bahan pembnatan kebijakan
perundangundarga berdaserkan data/ informasi
n dan memberikan | 4.2, Memiliki kemampuan malakukan
data,/ informasi finalisasi draft dokumen hukum dan
| terkait bahan perundang-undangan
| kajian pembuatan 4.3. Memiliki kemampuan memberikan
kebijakan pengarahan dan bimbingan dalam
melakukan perumusan draft
s Komunikasi 4 Memiliki 4. 1. Mcemiliki kemampuan untuk
| Kelembagaan kemampuan mengevaluasi proses penilaian opini
menciptakan opini kelembagaan
antar kcelembagaan | 4.2. Memiliki kemampuan untuk
yang posilil mengukur pendapat lembaga lain
| tentang organisasi, dan merancang
rencana tndakan yang sesual
4.3. Bersikap teladan sebagai pihak vang

berhubungan secara langsung
maupun tidak langsung dengan
lembaga lain

dan pengadaan barang dan jasa

Kepala Biro yang menangani bidang pelayanan umum, keuangan

Kepala Biro yang menangani peclayanan umum, kcuangan dan
pengadaan barang dan jasa adalah Kepala Biro yang mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan di bidang keuangan, rumah

tangga,
dokumentasi, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/
kekavaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Kompetens:

perlengkapan,

tata usaha pimpinan,

arsip dan

Level

Deaskripst

Indikator Kompetens

Perbendaharaan

4

Memiliki
kemampuarn
menyusun
konsep petuniuk
teknis untuk
mengurangl
potensi masalah

4.1.

4.2

4.3.

Memiliki  kemampuarn
petunjuk telenis
Pembukuan dan Penyvusunan
Bendzhara Instansi

Melakukan mitigasi
perbendaharaan
Berintegritas  di
perbendaharaan

INENVUSUIL
Pelaksanaan
LPJ

risiko

scluruh  keglatna
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2 Akuntansi Memuiliki 4.1. Memiliki kemampuan  merancang
kemampuan metodalogi praklis pencalalan
menyusun transaksi
konsep proses 4.2. Memiliki  kemampuan memberikan |
keuangan secara rekomendasi alas pencrapan standar
. kreatif kkeuangan dan akuntansi di dalam
; Laparan  Keuangan dan  Rencara
Investasi _
% Perpajakan 4 Memiliki 4.1, Memiliki kemarmpuan menjalankan
kemampuan straftegi pajak yang optimal
menyusun 4.2. Memahami budaya perusahaan
| konsep strategi dalam pelaksanasn pajak
perpajakan 4.3. Menganalisis keuangan secara
sehingga peran keseluruhan sebagal bahan
dan fungsi pajak pembuatan strategi dan kebijakan
L | menjadi oplium _
4. Manajemen Aset 4 Menmiliki 4.1, Mengoptimalkan pengelolaan dan
kemampuan penggunaan aset Kemenierian
dalam BUMN
menganaligis 4.2, Memahami data dan Informasi
optimalisasi portofolic aset dan hudaya unit
penpelolaan aset Kementerian BUMN B
by, Pengadaan 4 Memilil 4.1. Menyiusun konsep pelatihan
Operasional kemampuan pengerbungan kompetensi
[ sebagai kontrol ] pﬁngmlaan pengadaan
Kitelitae 4.2. Memeantau pelaksanaan kebijakan
| pengadaan yang telah disepakati
| pelayanan umum 4 3 Memimpin kegiatan pengadaan
di Remenlerian dengan ruang lingkup vang luas
BUMN
a. Pelavanan 2 Memiliki 4.1. Memiliki kemampuan
Umum kemampuan mengumpulkan dan menganalisis
mengelola dan informasi dan data pelavanan yang
menangani risiko digunalean sebagai bahan
| | pelayanan pembluatan kebijalan
4.2. Mcmahami berbagai tindakan
| pencegahan yang hams dilakulan
7 Administrasi 4 Memiliki 4.1, Merekomendasikan
Jkemampuan pengadminigtrasian berbasis
mengermbanglkan teknologi informasi
prosedur 4.2, Memabami kebutuhan dasar
administrasi kesekretariatan sebagai bahan
berbasis sistem pengembangan adminisirasi berbasis
nlormasi vang sistem informasi
terintegrasi
untuk semua
unit hisnis
8. GCG dan 4 Memiliki [4.1. Memiliki kemampuan menyusiin
Kepatuhan kemampuan konsep kerangka dan alur
Kementerian merancang pelaksanaan GCG dan kepatuhan
BUMN konsep GCG dan  |4.2. Memiliki kemampuan mengelola
kepatuhan penerapan kerangka dan alur serta
infegrasi GCG dan kepatuhan dalam
i organisasi Kementerian BUMN
4.3. Mempromosikan budava kehati-
hatian di seluruh proscs bisnis
Kementerian BUMN
9, Komunikasi 4 Memiliki 4.1. Mcmiliki kemampuan untuk
Kelembagaan kemampiian mengevaluasi proses penilaian opini
menciptakan ; kelembagaan
opini antar 4.2, Memiliki kemampuan untuk
| kelembagaan mengukur pendapat lembaga lain

vang pasitf

tentang organisasi, dan merancang

rencana tindakan vang sesuai
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i4'3‘ Bersikap teladan sebagai pihak vang
berhubungan sccara langsung

| maupun tidak langsung dengan

lembaga lain

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
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Salinan sesuai dengan aslinya,
spala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan
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